
BUPA'TI TMOR TENGAH UTARA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 

NOMOR I TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAN 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, 

Menim bag 

Mengingat 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasat 286 ayat [l) Undang 
Undang Norr 23 Tau 2014 tentang Pemerintah.an 

Daerah, Pajak Daerah d.an Retribusi Daerah ditetapk.an 

dengan undaog-ndag yang pelaksanaan di Daerah 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, 

b. bahwassuai ketentua Pasal 94 Urdag-Undang Nomor 

1 Tahu 2022 tentang Hubungan Keuagan Antara 
Pemerintah Pus.at dan Pemerintahan Daerah, seluruh 

ketentuan Pajak Daerah dan Retribsi Daerah ditetapk.an 

dalam I [satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar 

pemugutan Pajak dan Retribusi di Daer ah 

e. bahwa berdasark.an pertimbangan sebagaim.an.a 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentu 
eratura Daerah ten tang Pajak dan Retribusi Daerah 

1, Psal 18 ayat (6) Lndang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

2 Undang-Undang Norr 69 Tahun 1958 entang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingk.at ll dala 
Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nus.a Tenggar a 

Barat dan Nus.a Tenggara Tieur (Le mbaran Negara 
Republike Indonesia Tau 195.8 Noor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia iomor 1655) 

3. Urdang-Undang Noor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah.an Dara.h (Lem.baran Negara Republikl 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan 

dang-Undang Nomor 6 Thun 2023 tentang 
Pemetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
(dang Noor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
mejadi thndang Undang (Lembaran Negara Republike 
Indonesia Tahon 2023 Nomor 41, Tamnbaha Lem bar an 
Negara Repubik Indonesia Norr 6856J 

4. Undang-Undang Noror 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Noor 4, Tambahan Lemnbaran 
Negara Republik Indonesia Noor 6757) 

$. Peraturan Pererintah Nomor 69 Tahu 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan emanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daera.h 
dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 2010 Nomnor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhik 
Indonesia Nomor 5161); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tun 209 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahu 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republike Indonesia Noor 6322), 

7 Peraturan Pererintah Nomor 16 Tahu 2021 tentang 
Pelaksanaan UIndag·~dang Nomor 28 Tahu 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 
2021 Noor 26, baha Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norr 6628) 

8 eraturan Pererintah iomor 34 Tabun 2021 tentang 
enggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
tndoesi Tahu 2021 Noor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6646) 

9, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Thurn 2023 tentang 
Perumgutan Pajak dan Jars.a Tertentu Atas Tenaga Listrik 
(Lermbaran Negara Repubik Indonesia Tahu 2023 Noor 17 
Tambahan Lembaa Negara Republik Indonesia Norr 6848] 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3S Tahun 2023 
tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribus 
Daera.h (Lembaran Negara Republike Indonesia Tahun 
2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881).Lg 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 

dan 

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA 

MEMU'TUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAN 

BAB 
KETENTUAN UM UM 

Pasal 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud demgan; 
• Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribu.4 

wajib kepad.a Daerah yang terutag oleh orang pribadi atau Baca 
yang bersifat nemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
endapatkan imbalan sear a lagsung dan digunakan utuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Derah sebagai pembayaran at.as jars.a atar pemberia fin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daera 

ntuk kepentingan orang pribadi atau Badan 
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atass Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimilikxi, dikuasad, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan 

4. Bumi adaah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalanan 

S. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau ilekatk.an 

seears tetap di atas permukaa Bumi dan di bawah permukaan Buri 
6. Bea Perolehan Hak at.as Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 

disingkat BP4TB adalah Pajak atas perolehan Hake Ats Te.ah 
an/atau Baguna 

7 H a k  atas Tana.h damn /atau Bangunan adalah hake atas tanah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimake sud 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan 
bangunan 

8. Perolehan Hak atas Tanah da/atau Bangunan aala.h perbuatan at.au 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hake Atas Tanah 
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Bad.an. 
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9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang sehanjutnya disingkat PBT adalah 
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 
dan /atau jasa tertentu 

10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelemggaraan reklame 
1l. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, ata media yang bentuak dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
enganjurkan, mepromosikant, atau menarik perhatian umum 
terhadap sesuatu 

12. Pajak Air Tanah sclanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas 
pongam bilan damn /ata pemanfaatan air tanah 

13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tamah atau batuan 
dibawah permukaan tan.ah 

14. Mineral Buka Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBL,B 
adalah mineral bukan logam dan batuan scbagaimaa dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bar a 

1. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengaum bilan mineral bukan 
ogam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ata di permuka.an 
Bumi untuke dianfaatka, 

16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
an/ata pengusahaan sarang burung walet 

17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocaia, yaitu 
collocalia fuchliap hag, collacolia marina, collocalia esclanta, dan 
collocalia inchi 

18. Opsen adaah pungutan tambahan pajak menrut persentase tertentu 
19. 0psen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB 

ad alah Open yang hikenakan oleh Daer ah atars pokok PKB ssuai 
dengan ketentuan peraturan perun«dang-undangan 

20. 0psen Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 
Open BBNKB dalah Opsen yang di kenakan oleh Daerah atas pokok 
BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undargan 

2I. Wajib Pajak adatah orang pribadi ata Bad.an, meiputi pembayar 
pa)a, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mem punyai hak dan 
kewajiban perpajakan sestai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perun«dang-undangan diwafibkan untuk melakuk.an 
pembayaran retribusi, termasuk pemugut retribusi tertentu 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adal ah 
surat etetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat sppr 
adalah surat yang hgunaka untuk memberitahukan besarnya PB8-P2 
yang terutang kepada Wajib Pajak 

2S. Surat Pemberitahuan Pajak¢ Daerah yang selanjutnya disingkat gprpp 
adaah surat yang oleh Wjib Pajak iguakan ntuk mnelapork.an 
ponghitungan dan/atau pembayaran pajak, obek pajak dan/ata 
bukan objeke payak, dan/at harta darn kewajiban sesuai dergan 
ketentan peraturan perundang-undangan per pajakan daer ah 

• 



26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disimgkat STPD adaah 
Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ata sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda 

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupaka 
kesatan, batik yang melakukan usaha mapun yang tidal 
melakeukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, bad an 
usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama da 
dalam bentuk apa pun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, per kumpuan, yayasan, organisasi mass.a, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk baan 
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap 
28. Subjek Pajak adalah orang prib.adi atau Badan yang dapat dikenai 

pajak 
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau iberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kenanfaatan uru 
sorta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Bad.an 

30. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oteh Pemerintah 
Daerah yang dapat bersifat meneari keuntungan karena pad.a dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta 

31. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rang.ka pemberian izin epada orang pribadi atau Baan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pergendaian dan 
pengawas.an atars kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang prasaran.a, sarana, atau fasilitas tertent 
guna melindungi epentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan 

32. Nilai Juat Ojek Pajak yang selanjutnya disingkeat NOP acdalah harga 
ratar-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secafa 
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, N[OP ditentuk.an 
melaluf perbandingan harga dengan objek lain yang sepenis, atau lad 
perolehan baru, atau NO pengganti 

33. Makanan dan/atau Minuman ad.al ah ma.kanan darn/atau minuman yang 
disediakan, ijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung mapt 
tidake langsong. ata elalui pesanan oleh restoran 

34. Restoran adalah fasilitas peyediaan layanan makanan dan/ata 
mimunman dengan dipungut bayaran 

35. Tenaga Llstrlk adalah tenaga atau energi yang dihasilk.an oleh suat 
pembangkit Tenaga Listrik yang qdidistribusika untuk bermacam 
peralatan listrik 

36. Jasa Perhotelan adalah [as penyediaan akomodas yang 4hap 
dilengkapi dengan jasa pelayanan maka.n dan mimum, kegiatan 
hiburan, an/ataufasilitas lainnya 

37. Jasa arkir adalah jars.a penyediaan ata penyelenggar aan tempo 
parkir di luar badan jalan dan/atau pelaryanan memark.iran 
endaraan untuk ditempatkan di area parkir, bauk yang disediaan 
berkaitan dengan pokok usaha mapun yang disediakan sebagal suat 
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotorle 
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38. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau 
penyelerggaraan serua jenis tontonan, pertunjukk.an, permainan, 
ketangkasan, rekreasi, dan /atau keraraian untuk dinikmati 

39, Badan Laaya.an Lum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sister yang diteraplan oleh satuan kerja peramgkat daerah atau unit 
satuan kerja peranglat daerah pada satuan kerja perangkat daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada mayarakat yang mempunyad 
leksibilitas dalam pola pengelolaan euangan sebaga pengecualiar 
dariketentuan pengelolaan keuagan daerah pada urnumnya 

40. Persetujuan Bamgunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah 

periinan yang diberikan kepad.a perilike Bangunan Gedung untuk 

membagun bar, mengubah, memperluas, rengurangi, dan/atau 
merawat Bangnan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunaan 
Gedung. 

41. Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 

SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daer ah untuk 
menyatakan kelaika fungi Bang~nan Gedung sebelum dapat 
dimanfaatk.an 

42. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
$BKBG alaah surat tanda bukti hak atas status kepemiikan Bangura 

Gedung 

43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamany.a I (satu) tahun 

kalender, kecuali apabila Wajib Pajak memgguakan tahun buku yang 
tidak sama dergan tahun kalender 

44. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur 

45. Daerah adalah Kabupaten Tier Tengah Utara 

46. emeritah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timar 
Tengah Utara 

47. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara 

BAB I 

[ENIS PAJAK 

Pasal 2 

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi; 
a. PBB-P2; 

b. BPH'TB 

e. PBIT ata 

L. makanan dan /atau minuman, 
2. enaga listrik, 

3. jasa perhotelan; 

4. jasa parkir; dan 

S. jasa kesenian dan hiburan, 

d. Pajak Reklame; 

e mtg 

•  



f, Pajak MBLB 
g. Pajak Sarang Burung Walet, 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB 

Pasal 3 

(l] Jemis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atast 

a. PBB-P2; 

b Pajak Reklame; 

€ PAT; 

d Opsen PKB; dan 

t Opsen BBNKB 

(2] Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh 

Wajib Pajak terdiri atas 

a. BPHTB 

b. PB]T atas 
I. makanan dan/atau imuman; 

2. tenaga listrik; 
3 jasa perhotelan; 
4. jas parkir; dan 

5. jasa esenian dan hiburan; 
e. Pajak MBLB; dan 
d. Pajak Sarang Burung Walet. 

BAB I 

SUB[EK PAJAK DAN WAJIB PAJAK 

Bagian Kesatu 
Subjek Pajak 

Paragraf I 

PBBP2 

Pasal 4 

Subjele pg9.p2 sebagairmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang 
pribadi atau Bad an yang secara nyata rem punyai suatu ha.k ataus bum 
dan/at memperole.h fnanfaat atas bumi, dan /atau mneiliki, menguas.ai, 
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunanLe 
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Paragra 2 

BP4TB 

Pas.al S 

Subjek Pajak BP4T9 sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 huruf b adatah 
orang pribadi atar Badan yang meperoleh hake atas tan.ah da/atau 
bargunan 

Paragraf 
PBpT 

Pa«al 6 

Subjek Pajake PIT sebagaimana dimaksud dalam asat 2 huruf e adalah 
konsumen barang dan jasa tertentu 

Paragraf 
Pajak Reklame 

Pasat 7 

Subjek Pajake Reklame sebagaman.a dimak sud dalam Pasal 2 huruf d adata 
orang pribadi atau Bad.an yang menggunak.an reklame 

Paragraf 5 

PAT 

Pasal 8 

Subjeke PAT gebagaimana dimakc sud dalam Pas.al 2 huruf e adalah orang 
pribadi ata Badan yang melakukan pengam bilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah. 

Paragraf 6 

Pajak MBL.B 

Pasal 9 

Subjeke Pajak MBLB sebagaimama dimaksad dalam Pas.al 2 huruf f adal 
orang pribadi atau Badan yang mengambit MBLB. L 

• 



Paragraf 7 

Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal 10 

Subjeke Pajak Sarang Burung Walet sebagaim.an.a dimaksud dalam Pas.al 2 
hurufg adalah orang pribadi ata Bad an yang melakuka pengam bilan 
dan/atau mergusahak.an sarang burung walet. 

Paragraf 8 
Opsen PKB 

Pas.al 11 

Subjek opsen PKB merupakan subjek PK 

Paragraf 
Opsen BBNKB 

Pasal 12 

Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB. 

agian Kedua 
Wajib Pajak 

Paragraf 

PBB P2 

Pasal 1 

Wai PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasad 2 huruf a adalah orang 

pribadi atau Badan yang secara myata mempunyai suatu hake atas bud 
dan/atau memperoleh manfaat atas bums, dan/ata memilikdi, mengasad, 

da/atau rem peroleh manfaat atas bangunan, 

Paragra 2 

BP4TB 

Psal 14 

Wajib Pajak BP[T9 sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 2 huruf b adalah 
orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau 
bangunan.k 
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Paragraf 3 

PBIT 

Pasal 15 

Wajib PB]T sebagaimaa dim.aksud dalam Pas.al 2 huruf e adalah orang 
pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau 
konsumsi barang dan jasa tertentu 

Paragraf 

Pajak Reklane 

Pasal 16 

wajib Pajak Reklame sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adata 
orang pribadi atau Bad.an yang menyelenggar aka reklame 

Paragrat 5 

PAT 

Pasal 17 

Wajib PAT ebagaimama diaksud dalam Pas.al 2 huruf e adatah orang 
pribadi atau Badan yang melakuka pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah 

Paragraf 6 

Pajak MBL.B 

Pasal 18 

Wajib Pajak¢ MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adala 
orang pribadi atau Badan yang mengam bil MBLB. 

Paragra T 
Pajak Sarang Burung Watet 

Pasal I 

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagairman.a dimak sud dalam Pa.sad 2 

huruf g adalah orang pribadi atau Bad.an yang melakukan pengambil 
dan/atau memgusahakan sarang burung walet. 

Paragraf 8 

Opsen PK 

asal 2O 

Wajib Pajak Opsen PKB sbagaimana dimak sud dalam Pasal 2 huruf h 
adalah wapt PK.lg 



Paragraf 

Opsen BBNKB 

Pasal 21 

waib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 2 huruf i 
merupakan Wajib Pajak BBNKB. 

BAB IV 

OB]EK PAJAK 

Bagian Kes.atu 

PBB P2 

Pasal 22 

(I) Objeke BB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 2 huruf a adalah 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan /atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuahi kawasan yang 

diguaka untuk kegiatan us.aha perkebun.an, perhutaan, dao 
pertambangan 

[l) Bumi sebagaimana dimak sud pada ayat (I)termasuk permukaan bumi 
hasil kegiatan reklamasi atau penguruka 

(3) Dikecualikan dart Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dengan ketentuan epemilika, poguasaran, darn/atau pemanfaatan 

ata 
a. Bumi dan/atar bang.nan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan 

Daerah, dan kantor penyeleggara egara lainnya yang dicatat 
sebagai harang milik negara, barang miik Daer ah, than aset des.a 

b. Bumi dan/atau bangunan yang ignakan semata-mata untuk 

melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial 
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaarn nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
• Bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakc.an untuk 

tempat makam [kuburan), peinggalan purbak.ala, atau yang 
sejenis; 

d. Bumi yang menerapk.an huta lindung. hutan suaka al am, hutan 

wisata, taman nasional, tanah pemggem balaan yang dikuasad oleh 
desa, dan tanah negara yang belum dibebani statu ha; 

e. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan 
diplomatike dan konsulat berdasark.an as.as perlalean tire bad alike; 

f. Bumi danfatau bangunan yang gunakan oleh Bad.an ata 
perwakilan lemnbaga internasional yang ditetapk.an dengan 

peraturan menteri yang menyelenggar akan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan, 
gt. Bumi dan/atau bangnan tempat tinggal lainnya berdasark.an NOP 

tertentu yang ditetarpkan oleh Bupati dan 

h. Bumi dan/ata bangunan yang ipungut Pajak Bumi dan Bangunan 

oleh Pemerintah 



Bagian Kecdua 

BPHT 

(I] Objek Pajak¢ gpyT9 sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
ad alah Perolehan Hake atas Tan.ah dan/atau Bangura 

(2 Perolehan Hake atas Tana.h dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) meliputi; 
a. perindaha hake karena; 

• iual beli 
2. tularemenukat; 
3. hibah; 
4. hibah wasiat; 
5. waris 
6. pemasukan dalam perseroan atau Eada hukum lain; 

7, pemisahan hake yang mengakibatkan perabihan; 

8. pennjukan pembeli dalam lelang 
9 pelaksanaan puts.an hakim yang mempunai kekuatan 

hokum e tap 

10.penggabungan usaha; 

lpeleburan usaha 

1Z permekaran usaha, atar 
13.hadiah; dan 

b. pemberian hale baru karena; 

I kelanjutan pelepasan ha atau 
Z . d i  luar pelepasan hake 

[3] Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimakesud pada ayat 
(I)meliputi 
a. hak miike; 
b. hake guna usaha 
c. hak guna Bangunan 
d. hake pal.ad; 
e, hak milik atas satuan rumah susun; da 
f. hak pengelolaan 

(4 Dikecualikan dari objeke pp4TB sebagaimana dimaksud pada ayat (I 
meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara 

egara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang 
miik megara atau barang milik Daer ah; 

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ata untuk 
pelaksanaan peembangunan gun.a lee pentingan urn.um 

c. ntuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat 
tidak menjalankan usaha atar elakukan kegiatan lain di luar fungs 
dan tug.as Sadan ata perwaila lembaga terse but yang diatur 
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urus.an 
pemerintaha di bidang keargon 



d. ntuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perakuan timbal balik, 

e oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena 

perbuatan huurn lain dengan tidak adanya perubahan nama 

f. oleh orang pribadi atau Bad.an karena wakaf; 

g. oleh orang pribadi ata Badan yang iunakan ntuk epentingan 
ibad ah; dan 

rend.ah 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Kriteria pengecualian objeke pp4Tg bagi masyarakat ber penghasitan 

rend.ah sebagaimana dimaksud pada ayat [4) huruf h yaitu untuk 

epemilikan fmah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetaplan 

oleh Bupati 
[6] Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pad.a ayat (5] diselaraskan 

dengan kebijak.an peberian kerudaha pembangunan dan perolehan 

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang datur oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umurn dan perumahan ray.at 

Bagian Ketiga 
PBIT 

Objeke PB[T sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 2 huruf e adalah 

penjuala, pnyerahan, darn/ata onsurns.i barang dan asa tertentu yang 

meliputit 

a. Makanan dan/atau Minuman 
b. Tenaga Listrike; 

• lasa Perhotelan; 

d. Jasa Parkir; dan 

e. Jasa Kesenian dan Hiburan 

Pasal 25 

(I) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/ata mimuman 
sebagalmana imasud dalam Pasal 24 huruf a meliputi makanan 

dan/atau inurnan yang disediaka oleh ; 

a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakc.an 
layanan penyajian makanan dan/atau rinuman berupa meta, kurs, 

dan/atau peralatan makan dan minum, 
b. Penyeia jasa oga atau katering yang melaukan; 

. p r o s es  penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, 

pembuatan, penyimpanan, serta pemyaplan berdasark.an 

pesanan; 
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda 

dengan lokasi dimaa proses perbuatan dan penyimpanan 
diakukan; dang 



3. pemyajian dilakukan dengan atar tanpa peralatan dan 
petugasnya 

[2 Diecualikaun dart objeke PIT sebagaimaa dimaksud pad.a ayat (1) 

meliputi penyerah.an makaa dan/atau mimuman 

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000,000,00 (satu jut.a 

rupiah) per bulan; 
b dilakukan oleh too swala yarn dan sejenisnya yang tidak semata 

nata mmenjual rakanan dan/a0au rinu0an, 
c. dilakuka oleh pabrik mnakanan dan/atau minuman; atau 

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamany.a 

menyediak.an pelay.anan jars.a menuoggapesarwat [lounge) pad.a 
bander udaa 

Pasal 26 

[l] Konsumsi Tenaga Listrike sebagaim.an.a dim.aks.ud dalam asal 24 

huruf b adalah penggunaan tenaga listrike oleh pengguma akhir 

() Dikecualikan dari konsms.i tenaga listrike sebagairman.a dimaksud 

pada ayat (I) meliputi; 
a, konsursi tenag.a listrike oleh instans4 Pererintah Pus.at 

Pemnerintah Daer ah, dan penyelengpara megara lainnya, 

b. konsums.i tenaga listrike pad.a tempat yang digunakan oleh 

kedutaan,konsulat, dan perwakilan negara asing berdasark.an as.as 

timbal bale 

c. konsumsi tenaga listrik pad.a rumah ibadah, panti jompo, pant 

asuhan, dan panti sosja lain0ya yang sejenis; dan 

d. konsumsi tenaga listrik yang dihas.ilk.an sendiri dengan kapasitas 
tertentu yang tidak mererluka irin di inti teknis terkait. 

Pasal 27 

(I] lasa Perhotclan sebagairman.a dim.aksud dalam Pas.al 24 huruf e adal ah 

jasa peryediaan akomnodas.i dan fasilits penun4angnya, serta 

penyewaan ruang rapat/perteruan pad penyedia jasa perhotelan 

meliputit 
a. hotel; 

b hostel; 

c. vila; 

d. pondok wisata; 

e. motel 
f. losmen; 

g. wism.apariwis.at; 

h. pesanggraham; 

i. rumah penginapan/guesthose /bungalo /resort/cottage; 
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan 

k. glamping 



(2) Dikeeualikan dart Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1meliputi 
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah, 
b. jasa tempat tingqal di rurah sakit, arama perawat, panti jompo, 

panti arsuhan, dan panti sosial ainnya yang sejenis 
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau egiatan keagamnaan; 
th. jasa biro perjalanan atar per jalanan wisata; dan 
e. jasa persewaan ruangan untuk disahaka.n di hotel, 

Pasal 28 

(I Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi 
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan /atau 
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) 

[2) Dikecuallkan dart jasa penyeiaan tempat parkir sebagaimaa dimaksud 
pada ayat (I) meliputi 
a. aa tempat parkir yang dielenmggarakan oleh Pererintah Pusat dan 

Pererintah Daer ah; 
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantor an yang 

hanya digunakan untuke karyawannya sendiri; dan 
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, 

dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balike 

asal 29 

[l) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
huruf e meliputi; 
a. Tonto.nan film atau bentuk tonto.nan audio visual lainnya yang 

dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 
b. pergelaran kesenan, musik, tar\, dan/atau bus.ana, 
c. kontes kecantikan, 
d, kontes binaraga 
e. pareran, 

f. pertunjuka sirkus, akrobat, dan sulap; 
8 pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 
h. permainan ketangkasan; 
i. olahraga permainan dengan menggnakan tern pat/ruang an/atanu 

peralatan dan perlengapan antuk olahraga an lebugara, 
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahaea pendidikan, 

wahana budaya, wahara salju, wah.aa permainan, penancing.an, 
arowisata, dan kebun binatang 

k. panti pijat dan pjat refleksi; dan 
l. diskotek karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 

(2) Dikecualikan dart fasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud 
pad.a aryat () meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang sematar-mat.a 
untuk 
a. promosi budaya tradisional dengan tidake dipungut bayaran 

Is 



b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; 
dan/ata 

c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselemggarakan oleh 

pemerintah daerah dalam rangka hiburan rakyat 

Bagian Keempat 
Pajak Reklare 

Pasal 30 

(I Objek Pajak Rekdame sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 2 hruf d 

adala h semua penyelenggaraan reklame 
(2) Objek Pajak¢ Reklame sebagaimana dim.asud pada ayat (I) meliputi 

a. Reklame papan/billboard/videotron/ megatron 
b. Reklame kain; 

c. Reklame melekat/stiker; 
d, qeklame selebaran; 

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, 
f Rekedare Adara 

g. Rekdame apung 

h. Reklame film/slide; dan 

i. Reklame peragaan. 
[3} Dikecualikan dari objeke Pajak Rekame sebagaimana dimaksud pad a 

ayat(1) meliputi; 
a. penyelenguaraan eklame melalui internet, televisi, radio, warta 

haria, warta mingguan, warta bulanan, da sejenisnya 

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperndagang/an, yang berfungst untuk membedakan dari produk 

sejenis lainnya; 
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangnan darn/ata di dalam area tempat usaha ata profesi yang 
ends, ukquran, bentukc, dan bahan reklamenya diatur dalane peaturan 

Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang 

nama pengenal usaha atar profesi tersebut; 
d. Reklame yang diselenggar akan oleh Pemerintah Pusat ata 

emerintah Daer ah; dan 
e. Reklame yang diselenggarakeain dalam rangka kegiatan politik, sosial, 

dan keagamaan yang tidak disertal dengan iklan komersial. 

Bagian Kelima 
PAT 

Pasal 31 

(I Objeke pAT ebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 huruf e adalah 
pengaeilaon da /ata pemanfaatan air tar.ah 

(2) Dikecualikan dari objee PAT sebagaimana dim.aksud pad.a ayat () 
meliputi pengambilan untuk. L 

,. 



a. keperluan dasar rum.ah tangga 
b pengairan pertaian rakyat 

c. perikanan rakyat; 

d. peternakan rakyat 

e. eperluan keagamaan; dan 

f. keperluan adat budaya 

bag/an Keena.m 

Pajak MBL.B 

Pasal 32 

(I] Objek Pajak¢ MBL8 sebagaimana dimak sud dalam pasal 2 huruf f 

adaah ega tan pegambilan MBLB yang meliputi 
a, ashes; 

b. batu tulis, 

c. batu setengah perrata 

d. batu kapur; 

e. batu aping 
f batu errata 
g. bentonit; 

h. dolomit 
i. feldspar; 

f. garam batu (halite); 

k. grafit; 

l. granit/ande sit; 

m. gips; 

n. kalsit; 
o. kaolin; 

p. leusit 

q. magnesit; 

r. mika 
s. narmer 

t. nitrat; 
u. obsidian, 
v. oker; 

w. pasir dan kerikil, 

• pasir kuarsa; 

y. perlit; 
• fosfat 
aa. talk; 

bb. taah serap (fullers earth) 

cc. tamah diatom, 
dd. taah fiat; 

ee. tawas (alum) 

ff tras; 

a varosit g 



hh. eolit; 

ii. basal; 

jj. trakhit, 

kk. belerang 
I. MELA ikutan alam suatu pertambangan mineral; dan 

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 

(2] Diecualikan dari objeke Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I]meliputi pengamilan MBLB untuk 

a. leperluan rum.ah tidake di perjuatbetikan/ 
dipindahtamgankan; an 

b. eperluan pemancagan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, 

penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsl 
permukaan taah 

Bagian Ketujuh 

Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal 33 

(I] Objek Pajak Sarag Burung Walet sebagaimana dim.aksud dalam Pas.al 2 

huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaa sarang burung 
walet 

(2 Diecualikan dart objeke Pajak Sarang Burum Walet sebagaimama 

dimaksud pada ayat (I) adalah pengambilan sarang burung walet yang 
telah dikenakan peerimaan negara bukan payak 

Bagan Kedetapan 

Open PKB 

asal 34 

Opsen PKB sebagaimaa dimak sud dalam Pasal 2 huruf h dikenaan at.as 

Pajak terutang dart PKB. 

Bagian Kesembilan 

Opsen BNKB 

Pasal 35 

0psen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan 
atas Pajak terutang da BBNKB.g 



BAB V 
DASAR PENGENAAN PAJAK 

Bagia Kesatu 
PBB.P2 

Pasal 36 

(I] Dasar pengenaan pg.2 adalah Nop 
(2) NOP sebagaiman.a dim.akesud pad.a ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

proses penilafan P P 2  

3  NOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp, 10.000,000,00 (sepuhuh 
futa rupiah) untuk setiap Wajih Pajak 

(4 Dalam ha Wajib Pajak meriliki atau menguasad tebih dari satu objek 
BB-P2 di satu wilayah Daerah, N[OP tidak kena pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atass salah satu objeke PBB-P2 
untuk setiap Tahun Pajak 

(5] N[OP sebagaimaa dimaksud pada ayat () ditetapkan setiap 3 (tiga) 
tahun, kecualt untuk objek pajak tertentu dapat ditetaplan setiap tahun 

sesuad dengan perkembangan wlayah Daera.h 
(6) Besaran N[OP ditetapk.an oleh Bupati. 
[7] Ketentuan lebih Lanjut mengenai penilaiae 9BB-P2 yang digunakan 

untuk perhitungan PBB.p2 gebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Pesaturan upati dengan berpedoman pad.a peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan peerintahan di bi(dang 
euagan 

Pasal 37 

[I) Dasar pengenaan PB8-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 

(I)ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling ting" 
100% (seratus persen) dari Nop setelash dikurang N[OP tidak ken.a 
pajak 

(2 Besaran persentase NOP sebagairana dimak.sud patda ayat fl) a0as 
kelompok objeke PBB-2 ditentukan dengan mempertimbangk.an 
meliputi; 
a. kenalkan N[OP hasll penilaan; 
b. bentuk pemanfaatan objeke Pajak; dan/ata 
c. klasterisast N[OP alam satu wilayah Daerah. 

(] Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pad a 

ayat (I)dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (]diatut 
dalam eraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
BPHTB 

(l) Dasar pengenaan Pajak¢ 99TB adalah niadi perolehan objek paja 
sebagairmana iatu dalam peraturan perundangundangan yang 

megatur mengenai Pajak dan Retribusi. 

9 



(2) Nill perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 
dittapkan sebagai berikut­ 
a. harga transaksi untuk jual bell; 

b. nila pasat untuk tukar menukar, hibah, hibah wasat, waris, 
pemasukan dalam perseroan atau badan hukeum [ainnya, pemnisaha 
hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hake karena 
pelaksanaan putusan hakim yang mempuyad kekuatan hukum 
tetap, pemberian hake baru afas tanah sebaga kelanjutan dari 
pelepasan hak, pemberian hak baru atars taah di luar pelepasan hake 
ponggabunga usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan 
hadiah; dan 

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lehang untuk 
penunjukan pembeli dalam lelang 

(3] Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada aat 
(2)tidak dietahui atau lebih rendah daripada NOP yang digun.ale 
dalamn pengenaan Pajak Buri dan Bangunan panda ta.hun terjadinya 
prolehan, dasar pengenaan BP4TB ang digunakan adatah N[OP gang 
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pad.a tahun 
terjadinya perolehan 

[4] Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah 
memetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagad 
pengurang dasar pengenaan BP4TB sebagaimaa dimaksud pada ayat 
<> I 

[5] Besarnya nilai perolehan obek pajak tidak kena pajak diteta pan 
sebesar R. 80,000,000,00 (delapan puluh juta rupiah] untuke perolehan 
hake pertama Wajib Pajak di wflayah Daer ah tempat terutangnya 
BPHT. 

(6] Dalam hal perolehan hake karena hibah wasiat atau waris 
sebagaimana dimakesud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 4 dan 
angka S yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan 
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurs satu derajat ke at.as atau 
satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau ware 
termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena paja 
ditetapkan sebesar Rp. 300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

Bagian Ketiga 
PBIT 

Pasal 39 

(] Dasar pengenaan PBIT nerupakan jumlah yang dibayarkaan oleh 
konsumen barang atau jas.a tertentu, meliputi 
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau 

Mieuman untuke BIT atars Makanan dan/atau Minuman, 
b. nilai jua Tenaga Listrik untuke PB]T atas Tenaga Lis.trike; 
c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Per hotelan untuke PTT 

atas fasa Perhotelan g 



d. jumlah pembayaran epada pemyeia atau penyelenggara tempat 
parkir da /atau penyedia layanan emarkirkae kendaraan untue 
BIT atas Jasa Parkir; dan 

e. [umlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenia 
dan iburan untuk PB4T atas kesenian dan hiburan. 

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimam.a dirnaksud pada ayat (I) 
mengqunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang mermuat nilad 
rupiah atau mat.a uang an, dasar pengenaan PB]T ditetapk.an sebes.ar 
nilai rupiah atau mata uamg lainnya terse but 

(3] Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dasar pengenaan PB]T ihitung berdasarkan harga jual barang dan 
asa sejemis yang berlaku di wilayah Daer ah 

[4) Dalam hal Pemerintah Daerah nenetapkan kebijakan pengendaian 
pengguaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untue 
BIT atas Jasa Parkir sebagairman.a dimaksud pad.a ayat (1) huruf d, 
Pemerintah Daerah dapat menetapk.an dasar pengenaan sebesar tarif 
parkir sebetum dikenakan potong.an 

Pasal 40 

[I) Nila jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 

hurut b ditetapkan untuk 
a. Tenaga Lstrike yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; 

dan 

b. Tenaga Listrike yang dihasilkan sendiri 
(2 Nilai jual Tenaga L4strike yang ditetapkan untuke Tenaga Listrike yang 

berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimaa dim.ale sud 

pada ayat (1huruf a, dihitumg berdasarkan 
a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditam bah dengan biaya 

pemakaan kWh /variabel yang ditagihkan dalam rekening listrike 
untuk pascabaryar; dan 

b. jumlah pembelian Tenaga Listrike untuk prabayar 
(3] Nilai juaf Tenaga Listrik yang ditetapkan utuk Tenaga Listrik yang 

dihasilk.an sendiri sebagaimana dimak.sud pada ayat () huruf b 
dihitung berdasark.an; 
a. kapastas tersedia; 

b. tingkat penggunaan listrik; 

c. jangka waktu pemakalan listrike; dan 

d. harga satuan listrik yang bertakeu di wilayah Daerah 
(4 Nila] jual Tenaga L#strike yang ditetapkan untuke Tenaga Lis.trike yang 

berasal dari sumer lain dengan pembayaran sebagairmana dimaksud 
pad.a ayat (I) hurut a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran 

sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 39 ayat [3J, penyedia Tenaga 
Listrik sebaga Wajib Pajak melakukan penghitungan damn Pemungutan 
pg4T atas Tenaga Listrike untuk penggunan Tenaga Listrik yang diju.al 
atau diserahkan L 



Bagian Keempat 
Pajak Rektarne 

Pasal 4l 

[I) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilal sewa reklame 
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa 

reklame sebagaimaa dimaksud pada ayat (lditetapkan berdasaran 
nila kontrak reklame. 

(3) Dalam hal reklame dsehemggarakan sendiri, nilad sewa Reklarme 
sebagamama dimaksud pada ayat (I) dihitung demgan memperhatikan 
faktor jenis, bahan yang digunak.an, lokasf penempatan, waktu 
penayangan, Jamgka waktua penyelenggaraan, Jumlah, dan kuran mesa 

reklare 
(4] Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) 

tidak diketahui dan/ata dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame 
ditetapk.an dengan menggunak.an faktor sebagaimana dirak sud pada 

ayat (3) 
(5] Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimama dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan demgan Peraturan Bupati 

Bagan Kelira 
PAT 

Pasal 42 

(l) Dasar pengenaan PAT merupakan nilal perolehan air tanah 
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dim.akcsud pada ayat (I 

erupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air 

tanah 
[3] Harga air baku ditetaplan berdasark.an biaya pemelihara.an 

dan pengendalian sumber day air tan.ah 
[4) Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasark.an atas 

faktor berikut 
a. jenis umber air 

b. lokasi sumber air; 
c. pan pengambilan dan/ata pemanfaatan air; 
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaat.an; 
e kualitas air; dan 
t. tingkat kerusak.an ingkungan yang diakibat.an oleh 

pengabilan damn/atau pemanfaatan air 

(5 Besarnya nila perolehan air taah sebagaimama dimak sud pada ayat(lJ 
dalam Daerah ditetaplan dengan Peraturan Bupati engan berpedoman 
pada nla perolehan air tanah yang ditetaplan oleh Gubernur sesua 

dengan ketentuan peraturan perundamg-ndang-a 



Bagian Keenam 
Pajak MBL 

Pasal 43 

[l] Dasar pengenaan Pajak MBL merupal an nilai jual hasil pengambit 
MBL8. 

(2] Nila Jual sebagalmama dimaksud pad.a ayat (1) dihitung berdasarkan 
perkalian volume /tonase pengambilan M8LB dengan harga patoken 
tiap fends 4BL.B 

(] Marga patokan sebagaimam.a dimakc sud pad.a ayat (2) ihitung 
berdasark.an harga jual ratarrata tiap jenis MBL.8 pada mulut tam bang 
yang berlaku di wilayah Daer ah 

(4 Marga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sual 
dengan tentuan peraturan perundang-ndangan di bidang 
pertam bang.an mineral dan batu bara 

Bagian Ketujuh 
Pajak Sarang Burung Watet 

Pas.al 44 

(I) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual 
sarang burung walet. 

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimama dimaksud pada ayat (1) 

dihitung berdasarkan perk.alian antara harga pasaran uru sarang 
burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung 
walet 

Bagian Kedelapan 
Opsen PK 

Pasal 45 

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB tertang 

Bagan Kesembilan 
Opsen BNKB 

asal 46 

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.4 



BAB VI 
SAAT TERUTANG PAJAK 

Bagian Kes.atu 
PBB-P2 

Pasal 47 

(1) Saat terutang 9BB.P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan 
pengasaan, an/atar pemanfaatan Bumi dan/atau Bangura. 

(] Saat yang menentukan untuk menghitumg PBB-P2 terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I berdasarkan keadaan objeke PBB­ 
P pada tanggal 1 (satu) Januari 

Bagian Kedua 
8PHTB 

Pasal 48 

[l) Saat terutangnya BPHTB ditetaplan pada saat terjadinya perolehan 
tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan 
a. pada tanggal dibuat dan ditandaamgamninya perjanjian pengikatan 

jual bell untuk ju.al beti; 
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar 

menukar, hibah, hibah wasiat, pemasuk.an dalam perseroan ata 
hadan hukum lainnya, pemisahan hake yang mergakibatk.an 
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran 
usaha, dan /atau had iah; 

c. pada tanggal penerima waris ata yang diberi kuasa oleh penerima 
warisrendattarkan peralihan haknya ke kator bidang pertanahan 
waris; 

d. paa tamggal putusan pengahlan yang mempunya kekuatan hukun 
yang tetap untuk putusan hakin; 

• pada tamggal diterbitkannya surat eputusan pemberian hake untuk 
pemberian hak bar at.as tan.ah sebagai kelanjutan dari pelepasan 
hak; 

f. pada tanggal diterbitkaya surat eputsan pemberian hak ntu 

pemberia hak baru di luar pelepasan hake; dan 
g. pada tanggal perunjukan pemenang lelang untuk lelang 

(2) Dalam hal ju.al beli tanah dan/atau Banguman tidak menggunak.an 
perjanjian pengikatan jual beli sebagaian.a dimak sud pada ayat (I) 
huruf a, maka saat terutang gp4TB untuk jual beli adalah pada 
saat ditandataganinya akta jual beli. 

[3) Dalam had terjadi perubahan atau pembatalan peranian pengikata 
ju.al beli sebelu ditandatanganinya akta jual beli mengalibatka ; 
a. fumlah BP4T9 lebih dibayar atau tidak terutang, Waji Pajak 

mengauk.an permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
BPHTB, ata 



b. Jumlah BPHT kuang ibayar, Wai Pajak melakukan pembayaran 

kekurangan dimaksud. 

(4] BHT yang terutang atas perindahan hake karena jual bell paling lambat dilunasf 

pad.a saat penadatanganan a.kta fual beli 

asad 49 

Dalam hal peroleha Hake atas Tanah dan /atau Bangunan yang diteta pan 

berdasarkan perudang-undangan bukan merupakan objek BP4TB, Bupati 

dapat menerbitkan surat keterangan bukan objeke BPHTB 

Pasal 50 

(l Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sestai kewenamganmya wajib; 
a. meminta bukti pembayaran BPHT8 kepada Wajib Pajak, sebelum 

menandatangand akta pemindahan Mak afas Tana.h dan/ata 

Bangunan; dan 

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual behi dan/atau akta 
atas tarn.ah dan/atau bangunan kepaha Bupati paling lam bat pad a 

tamggal 0(sepuluh) Bulan berikutnya 

(2) Dalam hal pepabat pembuat akta tanah/notaris melaggar kewajib.an 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi administratif 

berupa 

a. denda sebesar Rp, 10,000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

pelamggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a; dan/atau 

b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (sat ta rupiah] untuk setiap 

laporan sebagalma.na dimaksud pada ayat(l)huruf b 

(3] Kepala kantor yang membidamg pelayanan lelag negara wajib; 

a, meminta bukti pembayaran BPHTB keepada Wajib Pajak, sebelum 
menandatamgani risalah elag dan 

b. melapork.an risalah elang epada Bupati paling lam bat 10 [sepuluh] 

bulan berikutnya 

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelag megara yang 
melanggar ketentuan sebagaim.an.a dimaksud pada ayat (3) dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga 
(5] Ketentuan lebih lanjut mengerai tata cara pelaporan bagi Pejabat 

sebagaimama dimaksud pada ayat (I) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal SL 

(l) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran 
ha.k atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atars taah setelah Wa jib 
Pajak menyerah.kan bukti pembayaram BPH TB. 

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar etentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenakan sanksi sesua dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan-i 



Bagian Ketiga 
PBIT 

Pasal 52 

Saat terutang PBIT diteta pkan pada saat ; 
a. perbayaran /penyerah.an atas Makara dan /ata Minuman untuk 

pf atas Makara danata Miran 

b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuke PB]T atas Tenaga 
Listrik; 

€ pembayaran/ penyerahan ata.s jasa perhotelarn untuk PB]T atars Jass.a 
Perhotelan, 

d. pembayaran/ penyerahan atas as.a penyediaan tempat parkir untuk 
PB]Tatas Jasa Parkir; dan 

e. pembayaran/ peyerahan art.as Jaus.a kesenian dan hiburan tuk PB]T 
at.as las.a Kesenian dan Hiburan 

Bagian Keempat 

Pajak Reklare 

Pasal 53 

Saat terutang Pajak Reklame ditetapk.an pad.a saat terjadinya 
penyelenggar aan reklame 

Bagian Kelima 
PAT 

Pasal 54 

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air taah, 

Bagian Keenam 
Pajak MBL 

Pasal 55 

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan 
MBLB di mulut tam bang 

Bagian Ket[uh 
Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal 56 

Saat terutamg Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paha saat terjadinya 
pengambian dan/atau pengusaha.an sarang burung walet. 



Bagia Kedela pan 
Opsen pKB 

Pasal ST 

Saat terutang Opse KB ditetapkan pada saat terutagya PK 

Bagian Kesembilan 
Open BBNKB 

Pasal 58 

Saat terutang Opsen BBNKB ditetaplan pada saat terutargnya BBNKB 

BAB VI 

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagan Kes.au 
PBB-P2 

Pasal S9 

(I) Wilayah permungutan PBB-P2 sang terutang merupakan wilayah Daerah 
yang meliputi letak objeke PB.P2 

2) Ternasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dim.ale sud 

pad.a ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau 
bangunan berikut herad; 

a. laut pedalaman dan prairan darat serta angunan di atasnya; dan 

b bangunan yang berada di luar larut pedal aman dan perairan darat 

yang konstruksi tekniknya terhuburg dengan Bangunan yang 
berada di daratan, ecuahi pipa dan kabel bawah laut 

Bagian Kedu.a 
BPHTB 

asal 60 

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutangt merupakan wilayah Daer ah 
tempat tanah dan/atau bangnan berada 

Bagian Ketiga 
PBIT 

Pasal 61 

Wilayah pemugutan PB]T yang terutang merupakan wilayah Daer ah 

term pat penjuala, penyerah.an, dan/atart keonsurns.i barang dan jasa 

tertent ditakokamL 



Bagian Keempat 
Pajak¢ Reklame 

Pasal 62 

[(I) Wilayah pemungutan Pajak Re#lame yang terutag merupakan wilayah 

Daerah tempat penyelenggaraan Reklame 
[.) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah perumgutan Pajak Reklame 

yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggar a 

reklame terdaftar 

agian Kelira 

PAT 

Pasal 63 

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupaka wilayah Daeral 

tempat pengambilan dan/ata pemanfaatan air tanah 

Bagian Keenam 
Pajak MBLB 

Pasal 64 

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah 

Daerah tempat pengambilan MBLB. 

Bagian Ketujuh 
Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal 65 

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan 

wilayah Daer ah terpat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet 

Bagian Kedelapan 
Opsen PKB 

Pasal 66 

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merpakan wilayah Daera 

tempat kendaraan bermotor terdattar.A 



Bagian Keser bilan 
Opsen BBNKB 

Pasal 67 

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah 
Daerah tem pat kedaraan berrotor terdattar 

BAB VII 
TARIF PAJAK 

Bagian Kesatu 

Tartt PB.p2 

Pasal 68 

(1) TarifPB.p2 ditetapkan sebesa 
a.0,19% [nol koma satu persen) untuk N[OP sampai dengan Rp 

500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah) 
b.02% (mol koma dua persen) untuk N[OP Rp. 500.000.001,00 (lima 

ratus juta satu rupiah) sapal dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
m~liar rupiah) 

c. 0,3%(nol koma tiga persen) untuk N[OP Rp. 1,000,000.001,00 (satu 

miliar sat rupiah) sampai dengan Rp, 1,500,000,000,00 (satu miliar 
lira ratus juta rupiah) 

d.0,4% (nol koma empat persen) untuk N[OP p. 1.500,000.001 ,00 
[satu miliar lima ratus juta satu rupiah] sampai dergan Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 

e.0,5% (not koma lira persen) untuk N[OP di atas Rp 
2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) 

(2]Tarif PBP? sebagaimana dimaksud pada ayat (I] yang berupa lah.an produkesi 
pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 9% (nol koma nol lima persen) 

asal 69 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimama dimaksud dalam asal 36 ayat (I) 
dengan tarif PBB-P2 gebagaimana dimaksud dalam Pas.al 68 

Bagian Kedua 
Tat BP4TB 

Pasal 70 

Tait BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lira persen).L 



Besaran pokokx pp4T ang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
dasar pengenaan BPHTB sebagaimama dimaksud daam Pas.al 38 ayat (I) 

setelah dikurangi nilai peroleha objek pajak tidak kena pajak sebagaimaa 
dimaksud dalam Pasat 38 ayat (4) atau ayat (5), dengan tartf BP4TB 
sebagaimana dimaksud dalam asal 70, 

Bagian Ketiga 
Tarif PB]T 

Pasal 72 

(I Tait pT yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

a. Mak.anan dan/atau Mimuman terdiri dart 
I untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari 

atausam pal dengan I [satu) tahun sebesar 7,59% (tujuh koma lira 

persen; 
• untuk tempat usaha demgan lama kegiatan saha I (satu] tahun 

keatas sebesar 10% (sepuluh persen] 

b. Tenaga L4strike sebesae 109% (sepuluh persen). 
(2) Khusus tarif PB]T atas as.a hiburan pad 

a. karaoke hitetapan sebesar 40% (empat puluh persen ) 
b. diskotek, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan sebesgr 759% 

(tujuh puluh lima persen) 
(3] Khusus tarif PBIT atas Tenaga Listrik untuk 

a. konsums Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, 
pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar % 

(iga persen); an 

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 
L,5%[satu koma lima persen]. 

Pasat 73 

Besaran pokoke PB]T yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan PBJT sebagaimana dimake sud dalam Pas.al 39 dengan tarif PB]T 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 

Bagian Keempat 

Tarif Pajak Reklame 

Pasal 74 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puuh lima persen)-l 



Pasal 75 

lesaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan Cara 

megalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaim.an.a dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana 

dimaksud dalam Pas.al 74. 

Bagian Kelima 

Tarr PAT 

Pasal 76 

Tait PAT ditetapkan sebosar 20% (dua puluh persen) 

Pasal 77 

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan pAT ebagaimana dimaksud dalam Pasat 42 ayat (1) dengan 
tat pAT sebagairmana dimaksud dalam Pas4 76. 

Bagian Kee.am 
Taif Pajak MBLB 

Pasal 78 

elf Pajak¢ MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

Pasal 79 

Besaran pokeok Pajak MBL yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
dasar pengenaan Pajake MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 
(1)dengan tar[f Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 78 

Bagian Ketujuh 
Taif Pajak Sarang Burung Watet 

Pasal 80 

Tif Pajak Sarang Burung Walet diteta pkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal 81 

Bes.aran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitumg dengan 
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimaa dimaksud dalam Pas.al 44 ayat (I) dengan tarif Pajak Sarang 
Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam asal 80 L 



Bagian Kedelapan 
Tari Ops@n KB 

Pas.al 82 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% [enam puluh enam persen) 
dihitung dari besaran Pajak terutang 

Pasal 8.3 

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
dasar pengenaan sebagadrama dimaksud dalam Pasal 45 dengan tar 
Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 82 

Bagtian Kesembilan 
Tarif Opsen BBNKB 

Pasal 84 

Taelf 0psen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) 
dihitung dari besaran pajak terutan 

Pasal BS 

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan car a 
mengalikan dasar pemgenaan pajak sebagaimana dimak sud dalam Pas.al 6 

ergan tarifOpsen BBNKB sebagaimaa dimaksud dalam Pas.al 84, 

BAB IX 
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK 

Pasal 86 

(I)Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan tela 
memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 
satu kurun waktu tertentu daamn masa Pajak, dalam tabun Pajak, ata 
bagan tabun Pajak sesual dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan mengenai perpajakan daerah. 

(2)Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupalan jangka 
waktua yang menjadi dasat bagi Wajib Pajak untuke menghitung 
menyetor, dan meaporan pajak yang terutag tuk jenis pajak yang 
hipumgut berdasaran perhitungan sendiri Wajib Pajak ata menad 
dasar bagi Bupati untuk menetapk.an pajak terutang untuk penis pa)al 
yang hipgut berdasarkan penetapan Bupati 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuke menghitung 
mnenyetor, dan melaporkan payak yang terutang untuk penis pajak yan 
dipgut berdasaran perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagadman.a 
dimaksud pada ayat (2) diteta pkan untuk jangka waketu 1 (satu) bulan 
kealender ata fangk.a waketu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.l 



(4)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka 
waktu yang lamanya1 (satu) tahun kalender, kecuali Bila Wajib Pajak 
memggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender 

( Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajake, tahon pajak, dan bag an 
ahn payak sebagaimana dimasud pada ayat (l) diatur dengan 
Peraturan Bupati 

BAB X 

PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG 
TELAM DITENTUKAN 

Paal 87 

(I) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh 
persen] untuk Pembangun.an darn/atar pemeliharan jalan serta 
peningkatan moda dan sarana transportasi umum 

(2) Hasi penerimaan PIT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 
10%(sepuluh persen] ntuk ponyediaan penerangan jalan mum 

(3] Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum mehipti penyediaan dan 
pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umumn serta pembayaran 
biaya atars onsursi Tenaga Listrik untu penerangan jala um um 

(4) Hasil penerma.an pAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh 
persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemubihan 
pencemaran darn/atau kerusaka lingkungan hid'up edalar Daerah yang 

berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, melipt 

a. penanaran poho; 
b. pemuatan lu bang atau sumur res.apa, 

c. pelestarian hutan atau pepoho»nan; dan 

d. pengelolaan limb.ah 

BAB XI 
[ENIS RETRIBUSI 

Pas.al 88 

lenis Retribusi yang «ipungut di Daerah mehiptit 

• Retribusi Jasa Unum, 

h. Retribusi Jasa saha; dan 

e. Retribusi Perizinan Tertent le 



BAB XI 

SUB]EK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Subjek Retribusi 

Parara l 

Retribusi [asa Uhmum 

Pasal 89 

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 88 huruf a 
adalah orang pribadi atau Bad an yang menggunak.an /menikmati pelay anan 

asa Lmum. 

Paragraf 2 

Retribusi Jasa Usaha 

asal 0 

Sbjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimasud dalam Pas.al 88 huruf b 
adalah orang pribadi atau Badan yang megguakan/menikmati pelayanan 
Jasa Usaha 

Paragraf 3 
Retribusi Perizinan Tertent 

Pasal l 

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana irakc sud dalam Pasal 8 

huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan Perizinan Tertentu 

Bagian Kedua 
Wajih Retribusd 

Paragraf I 

RetribusiJasa Umun 

Pasal 2 

Wajib Retribusi fasa Umum sebagairmana dimaksud dala Pas4 88 huruf a 
adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang­ 
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaram Retribusi at.as 

pelayanan Jasa Umum 
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Paragraf 2 

Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 93 

Wai Retribusl Jasa tsaha sebagairman.a dimaksud dalam Pas.al 88 huruf 
adalah orang pribadi atau Bad an yang menurut ketentua peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakeukan pembaryaran Retribusf 
atars jenis pelaryanan [as.a Us.aha 

Paragraf 3 

Retribusi Perlman Teretentu 

Pasal 94 

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimak sud dalam asal 8 

huruf e adalah orang pribadi atau Bada yang menurut peraturan 
perun4dang-undangan diwajibkan unfuk melakukan pembayaran Retribusd 
atas pemberian Perizinan Tertentu 

BAB XII 
OB]EK RETRIBUS 

Bagian Kesa tu 
Objek Retribusi Jasa tum 

Pasal 95 

fl] enis pelayanan yang merpakan objek Retribusi Jasa Umum 
sebagairman.a dimaksud dalam Pasal 88 huruf a meliputi; 
a. pelayanan kesehatan; 
b. pelayanan kebersihan; 
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; 
d. pelayanan pasar; dan 
e. pengendalian lalu lints. 

(2] Pelayanan sebagaimana dimaksud pada aryat (I) disediacan atau 
diberikan oleh Peerintah Daer ah berdasarkan kewenangan Daerah 
sesuai dengan etentuan peraturan perundang-undangan 

[3) Pelayanan sebagamana dimaksud pada ayat [) termasuk pelayanan 
yang diberikan oleh BLUD 

(4] Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD 
sebagamaa dimaksud pada ayat L) diatur dalam Peraturan Bupati 
esa denga leetentuan peraturan perundang-undangan 

[5 Detail rinclan objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bu pati 
sebagaimaa dimaksud pada ayat (4]dilaksanakan dengan ketentuan 
a, tidale bertentangan dengan peraturan perundang-mdangan yang 

bih tinggi 
b, tidak mengham bat iklim investasf di Daer ah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya t i n gsi e  
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(6) Peraturan Bu pati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
epada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keangan, menteri yang menyelenggarakan ursan 
pemerintahan dalam megeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Darah 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan 

t7) Dikecualikan dart objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat () yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oeh 

Pererintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Llsaha Milik 
Daerah, dan pihak swasta 

Pa8al 96 

(I Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (I) 
huruf a merupaka pelayaman kesehatan di Puskesmas, Puskesmas 

Kefifing. Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Urumn 
Daerah, dan tepat pelayaan kesehatan lainnya yang sejenis yang 

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 
() Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaiman.a 

dimaksud pada ayat (1) meliputi 
a, Pelayanan administrasi; dan 

b. pelayvanan visum et repertum bagi perempuan darn an.a.k korb 
kekerasan 

Pasal 97 

(l Pelayanan kebersihan sebagaimana dimasud daam asal 95 ayat (I 

huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggar aka oleh 
Pemerintah Daerah, melipti 

a. pengam bilan/pengumputan sampah dari sumbernya ke lokasi 
pembuangan sementara 

b. pengamgutan sampah dari umbernya dan/atau 

pembang.an sementara ke lokasi pem buangan 
sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah 

c. ponyediaan lokasi pernbuangan/pengolahan ata perusmaha 

akhir sampah 

d. penyediaan dan/ata penyedotan kakus; dan 

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industrt 

[2 Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimaa dimaksud pad a 

ayat (l) adalah pelayanan kebersihan alan mum, taman, tempat 

ibadah, sosial, dan tem pat urum lainnya. 

Pasal 98 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 95 
ayat [I) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan 
urum yang ditentukan oleh Penerintah Daer ah sestai denan ketentu.an 
peraturan perundang-undangan.l 
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Pasal 99 

Pelayanan pasoar sebagamanna dimaksud dalam Pasal 95 aryat () huruf d 
merupaka penyediaan fasilitas pasar tradiional atau sederhan.a berupa 

pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 100 

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 95 ayat (I] 

huruf e merupakan merupaka pengendaliar at.as pengunaan ruas jala 
tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh 
pengguna endaraan bermotor 

Bagian Kedua 
Objek Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 101 

[I] lenis penyediaan atau pehayanan barang darn/ata as.a yang merupaka 
obek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam asal 88 huruf 
b meliputi; 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, 
dan tempat keglatan usaha lainnya 

b penyediaan tempat pelelargan ikan, ternak, has.il bumi, dan has il 
hutan termasuk fasilitas lainnya daham lingkungtan tem pat 
pelelangan, 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan ala, 

d. penyediaan tempat penginapan/pesamggrahan /vila; 
e. pelayanan rumah pemotoga hewan ternak 
f. peayanan jars.a kepelabuhanan; 
8. peayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunak.an 

kendaraan di air; 
l. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 

j. pemanfaatan asset Daerah yang tidak menggangg penyelenggar aan 
tugas dan fungsi organisasi peranglat Daerah dan/atau optimalisasi 

aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan esua 

dengan etentuan peraturan perundang-undangan 
[2) Penyediaan atau pelayanan sebagaiman.a dimaksud paha ayat [l) 

disediakan ata iberilean oleh Pererintah Darah berdasark.an [as.a 

ata peayanan yang iberikan dan kewenangan Darah sesual 

dengan ketentuan peraturan perundang-undanga 

(3) Pelayanan sebagamama dimaksud pad.a ayat (2) termasuk pelayanan 

yang iberikan oleh BLUD 
[4) Detail rinclan objek atars pelayanan yang diberikan oleh BLAD 

sbagarana dirnaksud pala aryat (]. diatur dalam Peraturan Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundagendarga. 

[5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bu pati 

sebagaimana dimaksud pada aryat (4) dilaksanakan dengan ketentuan'Le 
3 



a. tidak bertentamgan dengan peraturan perundang-ndagan yang 
lebih ting 

b tidak memgham bat iklim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan konomi biaya tinggi. 

[6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaik.an 

epada menter yang menyelerguarakan ruan pemerintahan dl 
bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan uruan 

pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakila Rakyat Daera.h 
paling lam bat 7 (tujuh) hart kerja ejak targgal ditetapkan 

[7] Dikecualikan dari objek enis Retribusi as.a Usaha sebagairnaa 
dimaksud pada ayat [l) adalah pehayanan jasa yang dilakuan ole h 

Pemerintah Pusat, Badan Ulsaha Milik Negara, Badan Us.aha M e  

Daerah, dan piha.k swasta 

Pasal 102 

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan 
tempat kegiatan usaha lainnya sebagairman.a dimasud dalam asal 10l 

ayat [l) hurufa merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa 

fasilitas pasar grosir dan faslitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, 
serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggar akan oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 103 

[I] Penyeiaan tempat pelelangan ika, ternak, hasit Buri, dan has.il hutan 

termasuk fasiitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasat 101 ayat (1) hurut b merupakan 

penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediaka oleh 
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, has il 
Buri, dan hail utan termas.uk jasa pelelangan serta fasilitas Laina 

yang disediakan di tempat pelelangan. 

(2] Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaim.an.a dimaksud pada 
ayat () adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daera.h dari 
pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelargan 

asal 104 

eryediaan tempat khusus parkir di luar bad.an jalan ebagaimana 

dimaksud dalam Pas.al 101 ayat (I) huruf e merupakan penyediaan tempat 

khusus parkir di luar bad.an jalan yang disediakan, diriikei, da/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 105 

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimaa dimaksud 
datam Pasal 101 ayat (1) hurut 
penginapan/pesamggrahan /villa yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerahl 

mnerupaka 
disediakan, 

penyediaan tem pat 
dimiiki, dan /aau 



Pasal 106 

elayanan rumah pemotongan hewan ternake sebagaimaa imaksud dalam 
Pas.al 101 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas 
pemotorgan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriles.aan kesehat 
hewan sebelum dan sesudah dipotong. yang disediakan, dimiliki, dan /atau 
dikelola oleh emerintah Daer ah. 

Pasal 107 

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagamana dimaksud dalam Pas.al 101 
ayat(l) hurut f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan 
yang disediakan, dimiliki dan/atau diketola oleh Pemerintah Daer 

Pasal 108 

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (I) huruf g merupakan pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang hisediakan, dimiiki, dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Darah. 

Pa8al 109 

Pelayanan penyeberamgan orang ata barang dengan memggun.aka 
kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 101 ayat (1) huruf 
merupakan pelayanan penyeberangan orang ata barag dengan 
menggunak.an kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atar hikeloa 
oleh Pemerintah Daer ah 

Pasal 110 

Penjuala hasil produkesf usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dinaksud 
dalam asal 101 ayat(I)hurut imerupakan penjalan has.il produksi usaha 
Daerah oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 111 

fl) Pemantaatan aset Daerah yang tidak menggaggu penyelenggaraan 
ugas dan fungsi organisas perangkat Daerah dan/ata optimalisasf 
aset Daera.h dengan tidak mergubah status kepemilikan sbagaimaa 
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (I) huruf j, termasuk pemanfaata 
barang milike parah 

l) Bentuk pemanfaatan barang miik Daer ah dan tata cara penghitngan 
besaran tarif dapat ditetaplan dengan Peraturan Bupati ntuk barang 
milik daerah berupat 
a. sewayang masa sewanya lebih dari I [satu] tahu; 
b, kerja sarna permanfaatan 
c banun guna serah atau bagun serah guna, dan 
d. kerja sama penyediaan infrastrukcture 



(3] Penetapan Peraturan Bupati sebagalma.a dimaksud pad.a ayat (2) dapat 
dilakukan utuk setiap peaksanaan pemanfaatan barang mthik daerah 

[4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dirak sud 
pad.a ayat (2) dilaksanakan dengan ketentu 
a. tidak bertentangan dengan peraturan perndangendangan yang 

ebih tinggi 
b tidak mengham bat iklim investasi di Daerah; an 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

[5] Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daera.h sebagairman.a 
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentua peraturan 
perundang-undanga yang mengatur mengenai pengelolaan barang 
milik daerah. 

Bagian Ketiga 
Objek Retribusi Perizinan Tertentu 

Pasal 112 

Jonis pelayanan pemberian iin yang merupaan objek Retribusi Perizinan 
Tertentu sebagaimana dim.aksud dalam Pas.al 88 huruf e meliputi; 
a. PBG 
b penggunaan tenaga erja asing 

Pasal 113 

[I) Pelayanan BG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf 
meliputi penerbitan BG dan SL# oleh Penerintah Daerah set 

dengan ketentuan peraturan perundag-undangan. 
(2] Penerbitan PBG an SL gebagaimaa dimaksud pada ayat (I) meiputi 

egiatan layanan konsultasi pemnemuhan standar teknis, penerbita 
PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SL dan SBKBG, «erta 
pencetakan plakat SL.F 

(3] Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan 
persetujua 
a. pembangunan baru 

• Banguan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG 
dan/ata SLF; 

e. PBG perubahan untuke; 
I. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 
2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 
3. perubaha luas Bangunan Gedung; 
4. perubaha tampak Bangunan Gedung 
S. perubaha spesifikasi dan dimensi kompomen pada Bangunan 

Gedug yang empengaruhi aspeke keselamnatan darn/ata 
kesehatan; 

6. perkuatan Bamgunan Gedung terhadap tingkat kerusakan scdang 
atau berat 
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7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar 

budaya, ata 

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terleta.k di kawas an cagar 

budaya; dan 

d PBG perubahan tidak diperlukan untu pekerjaan pemeiharaan dan 

pekerjaan perawata 

(4] Dikecuaikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan 

PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Bangunan milik 

pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki 

fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat /bud.aya 

Pasal 114 

fl) Pelayanan penggunaan tenaga erja asing sebagaim.aa dima.k sud 

dalam Pasal 112 huruf b merupakan pelayanan pengesaha rencana 

pengguaan tenag.a erja asing perpanyangan sesuai wilayah kerja 

tenaga erja asing sesual dengan ketentuan peraturan perudang 

undagan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

[2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan 

penggunaan tenaga kerja asmg sebagamana dimaksud pada ayat (lJ 

adalah pengunaan tenaga erja asing oleh instansi pemerintah pusat, 

perwakilan negara asing badan internasional, lembaga sosial, lembaga 

eagamaan, damn jabatan tertentu di lembaga pendidikan 

8AB XIV 

TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUS 

agian Kesatu 
Retribusi Jasa Urum 

Pasal 115 

(l Tingkat penggunaan asa at.as pelayanan Jars.a mum merupakan jumla.h 
penggunaan jasa yang ijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul 

emerintah Darah untuk penyelenggar aan asa yang bersang.kutan 

(2) Tingkat perggunaan jasa atas pelayanan Jass.a Urum sebagaimaa 

dim.aksud pada ayat (I) ditetapkan dengan ketentuant 

a. pelayanan keseh.atarn diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekeueens 
pelayanan, dan /atar jangka wa.ktu pehayanan; 

b pelayanan ebersihan diukur berdasarkan 

frekuens pelayanan, volume dan/atat jenis 

kakus /limbah cair; 
e. pelayanan parker di tepi jalan mum diukur berdasarka jenis 

kendaraan, frekeensi pelayanan da /atau jangka waktu pemakaian 

tempat parkir lg 

jenis peayanan, 

am pah /limbah 



d. pelayanan pasar diukur berdasarka frekeuensi pelayanan, jangka 

waktu pemakaian fasilitas parsar dan /ata jenis pemakaan fasilitas 

pasar; dan 

«. pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan lo.kasi ruas 

alan tempat pemberian pelayanan, waktu pengunaan pelayanan 

dan/atau jenis kendaraan bermotor, 

[3 Tingat penggunaan jasa atas pehayanan esehatan sebagaman.a 
dimaksud pad.a ayat (2) huruf a bagi penjamin BP[S Kesehatan atau 

JS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan at.a 
klair paket pelayanan sesua dengan etentuan peraturan perndag­ 

undangan 

Bagian Kedua 
Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 116 

[I] Tingkat peg#unaan jasa atars pelaryanan Jars.a Ls.aha mer pal.an Jumah 

peggnaan jasa yang hijadikan dasar alokasi be ban biaya yang dipikul 

emerintah Daerah untuk penyelenggar aan jasa yang bersangkutan 

[) 'Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I ditetapkan dengan ketentuan 

a. penyediaan terpat legiatan usaha diukur berdas.ark.an luas temp.at 

usaha frekuensi layanan, dan/atau jamgka wakt perakaan fasilitas 
Pasar Grosir, Pertokoat, dan/atau tempat usaha lainnya 

b penyediaan tespat pelelangan diukur berdasarkan luars ten pat 

pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau pangk.a waktu pema.kaan 

fasilitas tempat pelelangan; 
ponyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur 
berdasarkan jenis kendaraan, frekuens layanan, dan/ata pang.a 

waktu pemakaian fasilitas tempat khusts parkir di luar Badan 

jalan 

d. peyediaan temp.art penginapan/ pesanggraha /villa 

berdasarkan penis fasilitas, frekuensi ayanan, dan/ata jag.k.a 
waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesamggrahan /villa; 

e. pelayanan rumah pemotongan heewan ternak diukur berdasarkean 

jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi ayanan, dan/ata 
jangla waktu permakaian fasilitas Ruma.h Potong Hewan; 

f pelayanan jasa kepelabuha.n diuur berdasarkan frekuensi layanan, 
jangka waktu pemakaian fasilitas epelabuhan, jenis layanan, 

dan/ata volume pengunaan lay anan 

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur 

herdasarkan fenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/ata 1agla 
waktu pemakaian failitas tempat rekreasi, parwis.ata, da olah 

raga 

h. pelayanan penye berangam di air diukur berdasark.a frekquens 
ayah.an dan/atau Jang.k.a waktu perakafan fasilitas penyeberagan 

rain t 



• penjualan produksi rsaha Daer.ah diukur berdasark.an enis 
dan/atau volurme produksi usaha Daerah da 

f pemanaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, 
frekuensi laryanan, dan/ata fang.a wa.ktu pemakaian kekaya.a 
Daer ah 

Bagia Ketiga 
Retribi Perizinan Tertentu 

Pasal 117 

[I] Tinglat penggumaan jars.a art.as pelaryanan Perizinan Tertentu merupak.an 
fumlah penggunaan jars.a yang hijaikan dasar al okasi be ban biaya yang 
dipikul Penerint 
bersangkutan. 

(2) Tigkat penggunaan 
sebagaim.an.a dirak sud 

Daerah untuk penyelenggaraan jasa ya 

as.a atas pelayan.a Periina Teetentu 
pada ayat (I)ditetaplan dengan ketentuant 

a. pelayaman PBG iukur berdas.ark.an formula yang mencermink.an 
biaya penyelenggaraan penyediaan lay aan, 

b. pelayanan pengguaan tenaga erja a.sing diukur berdasark.au 
frekensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu laryanan la 

t] Formula sebagaimamna dim.aksud paha ayat (2)hurufaterdiri ata 
a. formula untuk Bagu nan Gedung. meliputi; 

I.luas total lanta; 
• indelks terintegrasi; dan 
3. indeks Banguan Gedung terbagun, da 

b formula untuk Prasaran.a Bangunan Gedung mmehiputit 
L. volume 
.irdeks prasaran.a Bangunan Gedung da 
3. indeks Bamgnan Gedung terbangun 

BAB XV 

TARIF RETRIBUSl 

Bagian Kes.atu 
Retribusi las.a Urum 

Pasal 118 

[I] Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribursi Jasa Umum 
ditetaplan dengan memperhatikan biaya peemyediaan jars.a yang 
bersangk.utan, keramnpuan nay.arakat, as peke keeails, dan etektivitas 
pengendaia atas pelayanan terse but 

[2] Biaya sebagairman.a dimake sud pad.a ayat (I) meliputi biaya operasion.al 
dan permelihara, biaya bga, dan biaya modal 

t] Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Unum sepenuhna 
memperhatikan biaya pemedian $as.a, mm.aka penetap.an taif Retribusi 
Jasa mum hanya untu.k menutup sebagian biaya 

4. 



(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa t/mum yang 
diberikan oleh BLUD ditetaplan sesuai dengan etentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai BL.LID 

Pasal 119 

[l) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara 
megalikan tingkat penggunaan jasa se bagaimaa dimaksud dalam 
Pasal 115 ayat (2) dengan tarif Retribusi. 

(2] Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai 
rupiah yang hitetaplan untuk menghitung besaran etribusi yang 
terutang 

[) Struktur dan besaran tarit Retribusi Jasa Urum tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini 

(4] Tarif Retribusi ditinjau kerbali paling lama 3 (tiga) tahun seki, 
[5] Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pad.a ayat [4) 

dilakukan dengan memperhatikean indekes hang.a dan perkembagan 
perekonomian, tanpa melakukan penambaha.n objek Retribuei lasa 
Urum 

(6) Tarif Retribusi hasit peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetaplan engan eraturan Bu pati 

Bagia Kedua 
Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 120 

[I] Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusl Jasa 

saha untuk memperoteh keuntungan yang lay4e 
( kKeuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalh 

euntumgan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha terse but 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar 

(3] rinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Lhsaha yang 
diberikan oleh BLAD dietapkan sesua dengan ketentuan peraturan 
perundangundamgan yang mengatur mengenai BLUD, 

Pasal 121 

(I) Besaran Retribusi Jasa UJsaha yang terutag dihitung dengan cara 
mengahtkan ting#at penggnaan jasa sebagaimaa dimaksud dalam 
Pasal 116 aya (2) dengan tarif Retribusi 

[2] Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan nilai 

rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang 
terutag. 

[3] Struktur dan besaran tarif fetribusi [as.a tlsaha tercanturn dalam 

Lam piran ll yang merupakan baggian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini Lg 



(4) Taif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun seteati, 
(5] Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan mem perhatikan indeks harga an perkembangan 

perekonomian, tapa mnelakukan penamnbahan objee Retribusi [aa 
Usaha 

(6] Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagadman.a dimaksud pada ayat (4) 
ditetapk.an dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Retribusj Perizinan Tertentu 

Pasal 122 

[l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Periinan 

Tertentu didasarkan pada tuyuan untuk mentup seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang bersagkutan. 

[l) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

[l)meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, peega.an 

hukum penatausahaan, dan/atau biaya damp.akc negatif dar 

pemberian izin tersebut. 

(3] Pelayanan PBG ebagaimana dimakesud dalam Pas.al 113 ayat (I) biaya 

ponyelenggaraan pelayanan memperhatikan pad.a rincian layanan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengen.ad 
Bangunan Gedung 

(4] Pelayanan pemgesahan rencana pengunaan tenaga kerja asing 

per panjangan sebagaimaa dirak sud dalam Fas.al 114 ayat (l) biaya 

penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian ayanan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundag-undangan mengena 

penggunaan tenaga kerja asing 

Pasal 123 

(I] Besaran Retribusi Peri#nan Tertentu yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan ting#at penggunaan )as sebagairman.a dimaksud 

dalam Pasal 117 ayat [I)dergan tarif Retribusi. 

(2) Tarif Retribusi sebagairmana dimaksud pada ayat (I) merupakan nila 

rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang 
terutang 

(3] Dalam hal tarif Retribusi sebagairman.a dimaksud pada ayat (2J 

dinyatakan dalam satuan mata ang selain rupiah, pembayaran 

Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang 

rupiah dengan memggunak.an kurs yang ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk 

epentingan perpoak.an 
(4] Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum 

dalam Lam piran Ill yang merpakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah n i l  

45  



5] Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekahi 
(6] Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilakukan dengan mem perhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomiaon, tanpa melakeukan penare bah.an objeke Retribusi 
Perizinan Tertentu 

f7] Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) husus 
layanan PBG hanya terhadap besaran harga /indekes dalam ta bel haga 
satu.an Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertirggi dan 
ndeks Lolalitas 

(g) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus 
layanan penggnaan tenaga kerja asing berdasark.an tarif yang 
ditetapka dalam peraturan pemerintah engenai jenis da tar[f ta 
jenis Penerimaan Negara ukan Pajak yang berlaku pada kementerian 
yang menyelemggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan. 
[9] Tarif Retribusi hasil peninjaan sebagaim.an.a dimak.sud pada ayat [6], 

yat(7), dan ayat (8) ditetaplan dengan Peraturan Bu pati 

Bagian Keempat 
Pemanfaata Penerimaan Retribusi 

Pasal 124 

[l] Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusf 
diutamakan untuk mendana egiatan yang berkaitan argsung 
dengan penyelengaraan pelayanan yang bersangutan 

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola 
oleh BLUD dapat langsung digunakan untuke mendanai 
penyelemggar aan pelayanan BLUD ssuai dengan ketentuan peraturan 
perundang·undangan mengenai BL.UD 

[] Ketentuan lebih an jut engenai pemanfaatan penerimaan Retribus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bu pati. 

BAB XVI 
TATA CARA PEMUNGU'TAN PAJAK DAN RETRIBUSl 

Pasal 125 

(I) Dokumen yang digunakan sebagal dasar pemungutan jenis Pajak 
berdasarkan penetapan upati antara lain ad aah Surat Ketetapan Pajak 
Daerah dan Surat Pember itahuan Pajak¢ Terutang 

(2) Dokumen yang dlgunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak 
berdasaran perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adaah 
Surat Pemberitahuan Pajak Daer ah 

() Dokumen surat pembritahuan pajak sebagaimana dimasud pada ayat 
(2)wajib diisi dengan bemar dan lengkap serta disampakan oleh Wajible 

• 



Pajak kepada emerintah Daerah sesua dengan etentuan peraturan 
perundangundargan 

(4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SK#RD atau dokumen lain 
yang dipersanak.an, baik berbentuk dokeumen tercetak ma pun 
dokumen elektronik. 

(5 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimak sud pada 
ayat (4] dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, 
dan surat pemberitatan pem bayaran dari aplikasi laanan atau 
periinan elektronik 

Pasal 126 

(I)waib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan 
sendiri oleh wajib pajak wajib mergis4 sPTpp 

(2) Pelaporan gprpp ebagaimana dimaksud pada ayat [I) dilakukan 
setap mas.a papa.k 

(3) Wajib Pajak yang tidake melaksanakan kewajiban pelaporan $PTpp 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat () dapat dikenakan sank.sf 
berupa denda 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 
denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayat 
sebagaimana tercantumn dalam sprpp Sanksi administratif berups 
denda ditetapkan dengan sTpp dalam satan rupiah untuk etiap 
SPTPD 

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak dikenakan ika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force 
mafeure) 

(6) Kriteria keadaan kahar sebagaimama dimaksud pada ayat (5) meliputi 
a Beneana alam 
b. Kebakaran 
e. Kerusuhan massal dan uru hara; 
d, Wabah penyakit; 
e Keadaan lain berdasarkan pertimbagan Bupati, 

Pasal 127 

(I Penumgutan Pajak dan Retribust dilaksanakan sestuai dengan ketentuan um 

dan tata car a pemogutan Pajak dan Retribusi 
(l] Ketentuan um dan tata cara pemongutan Pajak dan Retribusi sebagaiman.a 

dimaksud pada ayat() meipri pengaturan mengen.a 
a. pendaftaran dan pend.at.aan; 
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi tentang 
c. pembayaran darn pen yetoran, 
d. pelaporan; 
e pengurangan, pembetulan, dan pembatalan keteta pan; 
f pemertksaan Pajak 
g. penagthan Pajak dan Retribusi; 
h. keberata, 
• gugatan, 
j. pnghapusan ptang Pajak dan Retribusi oleh Bupati, dan 
k. pengaturan lain yang berkatan dengan tat.a cata pemurgutan Pajak dan 

etribusi 
[] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemugutan Pajak dan Retribusi diatur 

dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pad.a ketentuat peraturan perundang 

dangan Lg 



BAB XVII 
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU 

PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSl 

Bagian kKesatu 
Insentf Fiske Pajak da Retribusi bagi Pelaku Usaha 

Pasal 128 

(1) Dalam mendukung kebijakan kerudahan berinvestasi, Bupati dapat 
memberika insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa 
pengurangan, keringaan, dan pembebas.an atau penghapus.an at.as 
pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dim.ak sud pada ayat (I) dapat dierikain atas 
permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib etribus atau diberik.an 
secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputit 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencan.a 

alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukea 
arena adanya nsur kesengajaan yang dilakukan oeh Wajib Pajak 
dan/ata pihak lain yang bertjuan untuk menghindari pembayaran 
Pajak; 

c. untuk mendukung dan meindungi pelaku usaha mikro dan ultra 
mikro; 

d. untuk mendukung kebijakan Daer ah dalam mencapal program 
prioritas Daerah; dan/ata 

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pus.at dalam mencapa 
program prioritas nasional 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3] 
merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam 
pengelolaan keuagan daerah 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan /atau Wajib Retribusf 
sebagaimana dimaksud pada ayat L) huruf a dan huruf b, dilakukan 
dengan memperhatlkan faktort 
a. kepathan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 

2(dua)tahun terakhir; 
b. kesinambungan us.aha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 
e. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusj terhadap perekoomian daerah dan lapagan kerja di 
daerah yang bersang#utan; dan/ata 

d. faktor lain yang ditentuka oleh Bupati 
(6) Pemberian insentif fiskcal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayal 
(3] huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra 
mikro dalam peraturan perunag-undangan di bidang usaha mikro, 
keeil, menengah, dan koperasi. 

• 



(7) Pemberian insentif fie«teal kepada Wai Pajak dan/atau Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan 
prioritas Daerah yang tercantum dalam encana Pembangunan jangka 

menengah daerah 
(8) Pemberian insentf fl«teal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusf 

sebagairmana dimaksud paha ayant () huruf e, dilakukan dalam rangk.a 
pereepatan penyelesaian proyek strategis nasional. 

(9) Pemberian nsentif fiskal sebagaimama dimaksud dalam ayat (J 

ditetapkan dengan Peraturan Bu pati dan dlberitahukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daer ah 

(10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah sebagaimana 
imaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan upati dalam 
memberikan insentif fiskal 

(1 Ketentuan lebih lanjut mengenal administrasi dan tata cara pemberian 
insentif fikal diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal 129 

() Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pas.al 
128 ayat (3) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
melakukn Pererikesaan Pajak darn /atau Retribusi untuk tujuan lain 

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau etribusf sebagaimam.a dimnaksud pad a 
ayat [l) bertuyuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/at.a 
wWajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fskal berhak 
untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbamgan dan faktor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat(3)dan ayat (5) 

Bagian Kedua 
emberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasat 

Pasal 130 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, 
pengurangan, pembebas.an, dan penundaan pembayaran at.as pool 
dan/ata sanksi Pajak dan/ata Retribusi dengan memperhatikan 
ondisi Wajib Pajak ata Wai Retribusi dan/atau objeke Pajak ata 
objek Retribusf 

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan 
keringanan, penguranga, pembebasan, an penundaan pembayaran 
meliputi 
a. kemampan mem baryar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; 
b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribrsi yang dapat ediberiken 
keringanan, pengurangan, pembebas.an, dan pendaan pembayaran 

eliputi 
a. lahan pertanian yang sangat terbatas 
b. tanah dan bapgunan yang ditem pati Wajib Pajak atau Wajib Retribus 

dart golongan tertentug 



c, nilad objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan 
d. objeke Pajak yang terdampak bencana alam, ebakaran, huru hara, 

dan/ata erusuhan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut memgenai administrasi an tat.a cara pemberian 

keringanan, pengurangan, pembeb.as.an, dan penundaan pem.bay aran 
atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atar sakesinya diatur dengan 

Peraturan Bupati, 

Bagian Ketiga 

Kemuahan Per pajakan Daer ah 

Pasal 131 

(I) Bupati dapat memberikan kermudahan perpajakan Daerah kepada Wajib 

Pajak, berupa 

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atar pelaporan Pajak; 

dan/at.a 

b. pemberian fasilitas agsaran ata pemundaan pembayaran Pajak 

terutang atau tang Pajak 

[d) Perpanjangan batars waktu pembayaran ata pelaporan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurut a diberikan kepada Wajib 
Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajake tidake 

mampu memenuhi kewaiban Pajak pada waktunya 
() Perpanjangan batas waktu pembayaran ata pelaporan Pajak 

sebagaimaa dimaksud pada ayat [() huruf a dapat diberikan Bupati 
secara jabat.an atau berdasark.an permohon.an Wajib Pajak yang 

ditetaplan dalam keptsan Bupati. 
(4] Pemberian fasilitas amgsaran atau penundaan pembayaran Pajak 

terutang ata tang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 

dilakukan dalam hat Wajib Pajak mengalami kesulitan [ikuiditas atau 

keadaan kabar Wajib Pajak sehingga Wai Pajak tidak maum pu 
memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waketunya 

L) Pemberian fasilitas angsuran aau penundaan pembayaran Pajak 

terutang atau utang Pajak sebagaimaa dimaksud pada ayat (4) dapat 
diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan 

dalam Keputusan Bupati. 
(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran ata penundaan pembayaran Pajak 

terutang sebagaimama dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayran Pajak selama 2 (dua) tau 

terakhir, 
(7] Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5], dapat berupat 
a. menyetuju fumlah angsuran Pajak dan/atau mnasa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
b. meyetufi sebagian jumnah angsea Pajak da/atau mars.a angseuran 

atau lama0ya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak4; ata 
c. menolak permohonan Wajib Pajak.f 



(8) Persetujuan atau persetujuan Sebagian angsuran atau penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama 
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh em pat)] bulan. 

(] Pembayaran angsaran setiap asa agSuran dan pembayaran Pajak 
yang itunda disertat bunga sebesar 0,6% {nol koma enam persen)] per 
bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk janga waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat} bulan serta baglan dart Bulan dihitung 
pemuh1 (satu) bulan. 

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 
meliput; 
a. beneana alam; 
b. kebakaran, 
c. kerusuhan mass.al atau huru hara 
d. wabah penyakit; dan /ata 
e. keadaan lain lain berdasarkan pertimbangan Bupati 

(I1) Ketentuan lebih lajut mengenai administrasi dan tata cara pemberian 
kemudaha.n perpayak.an Daerah diatur dengan Peraturan Bu pati 

BAB XVIII 
NSENTI PEMUNGUTAN 

Pasal 132 

() Perangkat Daerah yang melaksaakan pemugutan Pajak dan Retribus 
dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu 

(2) Penberian insentif sebagaimana imaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Beanja Daera.h 

L) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan 
insentif sebagaimaa dimaksud pada ayat (I] diatur dengan Peraturan 
Bupati berpedoman pada peraturan perundangundangan 

BAB XIX 
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK 

Pa8al 133 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala 
sesuatu yang diketahuf atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak 
dalam rargla jabatan ata pekerjaanya untuk menjalank.an ketentuan 
peraturan perundamg-undaogan di bidang per pajakan daerah 

() Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku juga terhad.ap 
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupat tuk membantu dalam 
pelaksanaan ketentuan peraturan perun«dang-undangan di bidang 
porpajakan daerah 

(3) Yang dikeeualikan dari ketentuan sebagaimaa dirak.sud pada aryat (1 
dan ayat (2)adalah ; 
a. Pejabat dan/ata tenaga ahhi yang bertindak sebagal saksi atau ahli 

dalam sidang pengadilan; dan 

Si 



b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk 

memberikan keterangan epada pejabat Lembaga megara atau 

instansi pereritah yang berwenag melakukan pemeriksaan dalam 

bidang Keuangan Daer ah 
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis 

epada pejabat sebagaimaa dimaksud pada ayat (I) dan tenaga ahli 
sebagalmana dimaksud pada ayat [2) agar memberikan keteranga, 

memperihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepad a 

pihak yang ditun ju 

(5) hntuk kepentingan pemeriksaan di pemgadilan dalam perkara pidana 

ata perdata, atas permintaan hakim sesuad dengan hukum acar a pidana 

dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepaodd 
pojabat sebagaimana dimaksud pada ayat [l) dan tenaga ahli 

sebagaimaa dimasud pad.a ayat () ntuk memberik.an dan 
memperfihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ad.a 

paday.a 
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimakesud pada ayat (5) harus 

menyebutkan nama tersangka atar ama tergugat, keterangan yang 
diminta, serta kaitan antara perkara pidana ata perdata yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diminta 

BAB XX 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 134 

(1) ppNS tertentu di lingkungan Pererintah Daerah diberi wewenamg 
khusus sebagal Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di 
bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(2 Penyidik sebagaimama dimaksud pada ayat (I)adala PPNS tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diamgkat oeh Pejabat yang 
berwenang sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat () adalaht 
a. menerima, meneari, mengumpuk.an dan meneiti keterang.an ata 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di dang Pajak Dae rah 
dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan terse but 
menjadi lebih lengkap dan felas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan megenal orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang diakuk.an 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daer ah dan 
Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ata 

Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daer ah 

da Retribusi Daerah 
d. memeriks.a buku, catatan an dokeumen lain yang berkenaa 

dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribus 

aerat Lg 



e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bah.an bukti 
perbukuan, pencatata da dokeuren lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut 

f meminta bantan tenaga a.hli dalam rang.a pelaksanaan tgas 
Penyidikan tindak pidana ti idang Pajak Daer ah dan Retribusi 
Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menirggalka 
ruangan atau tempat pada saat Pereriles.aan sedang berlangsung 
da memeriksa ldentitas orang bend.a dan/atau dokumen Yang 
dibawa 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidaa Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

l. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagal tersangla ata saks; 

j. menghentikan Penyidikan; dan/atau 
• melakukan tindakan lain yang per untuk kelancar an Penyidik.an 

tindak pidana di bidamg Pajak Daer ah dan Retribusi Daer ah seal 
dengan ketentuan peraturan perundamg-undaegan. 

(4] Penyidik sebagaimana dimaksud pad.a ayat (I) memberitahukan 
dimulainya Penyidikan dan memyam pakan has.il Penyidikannya 
epada Pemuntut Lrurn melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republlk Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undamg Hukum Acara Pidana 

BAB XXL 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 135 

(] Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengist ssPD Bpyrp dan/atau 
sPTPD dengan tidak benar ata tidak lengap ata melampirkan 
keterangan yang tidak benar atau tidak menyam paikan, sehinggo 
merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kururgan atar 
pidana denda esuai ketentuan Pascal 181 ayat (I] Undang-Un«dang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunga Keuangan Antara Penerintah 
Pusat dan emerintahan Daerah. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengis $ssPD BP4TB dan/ata 
sPrpp denmgan tidak benar atau tidak lengap atau meampirkan 
keteramgan yang tidak benar ata tidak menyampadkan, sehingga 
mergikan Keuanga Daer ah, diancam demgan pidana kururgan atau 
pidana denda sesuai ketentuan Pas.al 181 ayat (2) Undang-Undag 
Noor 1 Thun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daer ah 

Pasal 136 

Tiedak pidana di bidang perpajakan Daera.h tidak dapat ditutut apabila 
telah melampaui jangka wakt S (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak 
terutang atau mas.a Pajak berakhir atau bagan Tahun Pajak berakhir atau 
Tahun Pajak yang bersamgkutan berakhir.l 
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Pasal 137 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ewajibannya sehingge 
merugikan Keuangan Daera.h, diacam dergan pidana kurugan ata 
pidaa dend.a sesuad ketentuan Pasal 183 U/dang-Lndang iomor I Tahu 
202Z tentang Hubungan Keuangan Antara emerintah Pusat dan 
pemerintahan Daer ah. 

Pas.al 138 

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar laraga kerahasiaan data Wajib 
Pajak, dipidana sesa dengan ketentuan peraturan perundag-undangan 

Pasal 139 

Denda sebagaimana dimak sud pada Pasal 135, Pa8al 137, dan Pas.al 138 
merupaka pendapatan Negara 

BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 140 

Ketentuan mengenal Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulal 
berlaku paling lama mulai tanggal S January 202S 

Pasal 141 

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagairman.a 
diatur dala Pasat 132, hany.a dapat dilaksanakan sampai dengan 
diberlakukannya pengaturan mengenai pemghasilan Aparatur Sipit Negara 
yang telah mempertimbamgkan kelas jabatan untuk tugas dan lungs 
pemungutan Pajak dan Retribusi 

Pasal 142 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaut 
a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum 

diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini iundang.an, 
penyelesaiannya tetap dilakukan berdasark.an Peraturan Daerah 
mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Thu 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

b. Ketentuan terkait pungutan atars pelayanan yang merupakan obje 
Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengena 
pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan 

e Ketentuan mengenal pelaksanaan pemanfaatan barang m4like daera.h 
yang teah dilaksanakan berdas.ark.an perjanjian mas.ih tetap berlaku 
sampai berakhirnya masa perjanjian L 

" 



BAB XXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 143Pauda saat Peraturan Daer ah ini mulai berlaku 
I. Peraturan Daerah Kabupaten Tier Tengah Ultara Nomor 10 Tun 

2010tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daera.h Kabupaten Tlor Teng.ah Utaa Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tiror Tengah Utara Nomor 
19) 

2. Peraturan Daerah Kau paten Timor Tengah Utara Nomor S The 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tinor 
Tengah Utars Tun 2O1I Noor S, Tab.ah.an Lembaran Daer ah 
Kabupaten Tiror Teng.ah Utara Noor 24; 

3. Peraturan Daerah Kabu paten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahon 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Timur Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lem bar an 

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 25) 

4, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Noor 7 Tahon 

2011 tentang Retribusi Jasa Ls.aha (Lerbaran Daerah Kabupaten 

Teor Tengah Utara Tahu 2011 Nomor 7 fenbahan Lembaran 

Darah Kabupaten Timer Tengah Utara Nomor 26) 

S. Peraturan Daerah Kabupaten Tinor Tengah Utara Nomor 8 Tahon 
201l tentang Retribusi Perizinan Tertent (Lembaran Daer ah 
Kabupaten Timar Tengah Utara Thu 2011 Nomor 8, Tam bah.an 
Lembaran Daer ah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 27 

6. Peraturan Daerah Kabu paten Tinor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tieor Tengah Utara Tahu 2012 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tiro Tengah Ultara 
Nomor 36); 

7Peraturan Daerah Kabu paten Tieor Tengah Utara Nomo 2 Tun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tiror 

Tengah UtaraNome8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabu paten Timar Tengah 
Utara Tahun 2014 Namor 2, Tambahan Lembaran Daer ah Kabupaten 
Thor Tengah Utar a Norr 57) 

8. Peraturan Daerah Kab paten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahon 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabu paten Tiror 
Tengah Utara Nomor 6 Tun 2O11 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tiner Tengah Utan Tahu 2016 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 
Noor 82); 

9, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tergah Ultara Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tiror 

Tengah Utara Nono 7 Thun 2OI1 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tinor Tengah Ultara Tahun 2016 Noor 
9, Tambahan Lem baran Daerah Kabupaten Tieor Tengah Utara 

Nomor 83 L 



10, Peraturan Daerah Kabu paten Timor Tengah Ultara Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabu paten Timor 
Temgah Utara Nomor 8 Tahu 2011 tentang Retribusi Perie#man 
Teetentu (Lembaran Daer ah Kabupaten Timon Tengah Utara Tahun 
2016 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daer ah Kab paten Tin.of 
Tengah Ultara Noor 84 ); 

Ii, Peraturan Daerah Kabu paten Tieor Tengah Utara Nomo 6 Tahun 
2019 tentang Perubaha Kedua Ata Peraturan Daerah Kabu paten 
Tieor Tengah Utara Noror 6 Tun 2011 tentang Retribusf Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kaba paten Timer Tengah Utara Tahun 201 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah 
Utara Nomor 122) 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tun 
209 tentang Perubaha Kedua Ata Peraturan Daer ah Kabupaten 
Tieor Tengahttara Nomor7 Tun 2O1I tentang Retribusi Jasa tJsaha 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ti±or Tengah Utara Tahon 2019 Namor 
7Tambahan Lemar an Daerah Kab paten Tiro Teng.ah Ultara 
Nomor 123) 

13. Peraturan Daerah Kabu paten Tieor Tengah Utara Nomo 8 Tahun 
2019 tentang Perubaha Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tieor Tengah Ultara Nomor g Tun 201 tentang Retribusi 
Peri#nan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timer Tegah Utara 
Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kab paten Timof 
Tengah tara Nomor 114) 

14. Peraturan Daerah Kabu pateen Tieor Tengah Utara Nomor 2 Thurn 
202o tentang Taif Pelayanan Kesehatan Kelas Ill pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Kefamenan [Lembaran Dara.h Kabupaten Tor 
Tengah Lltars Thun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daer ah 
Kabupaten Tiner Temgah Ultara Nomor 116) 

15. Peraturan Daerah Kabu paten Tieor Teng.ah Ultara Nomor Thun 
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daer ah Kabupaen 
Tier Tengah Utara Nomor 6 Tahun 201 tentang Retribusi Jasa 
mum (Lembaran Daerah Kabu paten Tor Tengah Utat Tahu 202l 
Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tiror Tenrgah 
Utara Nomor 122) 

16. Peraturan Daerah Kabu paten Timor Tengah Utar Nomor 2 Tahu0 
202I tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tier TengahUtaa Nomo7Thu 2011 tentang Retribusi Jasa UJsaha 
(Lembaran Daerah Kabu paten Tiro Tengah Uta Thu 2021 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 
Nomor 123), 

dicabut dan dinyatak.an tidak berlaku 

Pasal 144 

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daera.h mengenai Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasark.an Undang-Undang 
Noor 28 Thun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daer ah 
dinyatakan tetap berlaku sepanag behum iganti dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah int. 

$6 



Pasat 145 

eraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lam f 

(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku 

Pasal 146 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga iudangka 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabu paten Timar Tengah Utara 

Ditetapkan di Kefamemam, 
pada taggal 30 Januari 2024 

.JsuP�lt.f)ll TENGAH UTARA' 
' 

/Avbi DVD 

Diundanglean di Kefarenau, 

pada targgal 30 anuari 2024 

RIS DAERAH TIMOR TENGAH UTARA, p 

• BAIT FAY 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2624 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH U'TARA PROVINSI NIISA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG/O1 TAHUN 2024 



PEN]ELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 

NOMOR I TAHUN 2024 

TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

• UMUM 
Penyelenggaraan pemerintahan darah didasarkan pada as.as 

otonomi daera.h dan tgas pembantuan, sebagaimana diamanatk.an 
dalam Pasat 18 ti#dang-UJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.0tonomi Daerah merupaka pelirpaha kewenangan pemerint.ah 
pusat kepada pemerintaha daerah untuk mnengurus dan mengatu 

rumah tangganya dalam konsep negara kesatan. Keberadaan Oto non 
Daerah diharapkan dapat mendekatkan peayaman kepada Masyar a.k.at 
sebaga paya mencapa citacita kehidupan berbangs.a dan bernegara 

sebagaimaa dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Untuk meyelemggarakan otonomi daerah maka diundangkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daer ah 
sebagalamana telah diubah eberapa kali, terakhir dengan LJndamg­ 
Undang Nomor 6 Tahu 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Perggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang. Berdasarka Pas.al 285 ayat (1) huruf a 
Undamg-Undang tersebut, maa Pajak dan Retribusi merupaan sumber 
pendapatan daerah. Sumber pendapatan ini tentunya akc.an kemball 
menjadi pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah 

Diundangkannya Undag-Undang Nomo 1 Tahu 2022 tentang 
Hubungan Keuagan Antar Pererintah Pusat dan Peerintaha Daer ah 
renbawa perubahan bes.ar terhadap keberadaan Peratura Daerah yang 
mengatur tentang pajake dan retribusi daerah, Hal ini karena adanya 
perubahan obyek pajak dan retribusi daerah, serta aman.at untuk 
mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah. Disisl 
yang lain, konsep bagi has.il pajak juga diubah dengan konsep opsen 
Menyiapi perubahan terse but, maka Pemerintahan Daerah Kabu paten 
Timar Tengah Ultara membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak than 
Retribusi Daerah sebaga wajud implementasi perintah Pas.al 4 Undarg 
Undang Noor 1 Tahu 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daer ah 

Peraturan Dae'rah ini terdiri dari 19 [sembilan betas) BAB dan 133 
(seratus tiga puluh tiga) Pasal yang mengatur secara komprehensif pajak 
daera.h dan retribusi daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang menggunak.an teknik kodifikasf 
diharapkan ak.an mendatagkan nilai kepastian hukum dan kerafaatan 
hokum bagi Masyarakat Kabupaten T'imor Tengah Utarae 

• 
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PASAL DEMI PASAL 

asal l 

Cukup ielas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup ielas 

asal 

Cuk@up jelas 
Pasal S 

Cukup felas 

Pasal6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

asal 9 

Cukaup je las 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

asal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cul@up jelas 

Pasal 15 

Culp je las 

asal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

asal 18 

Cukup jela 
Pasal19 

Cukup jelas 

Pasat 20 

Cukup jelas 

asal 21 

Cukup jehas 

Pasal 22 

Cukup jelas 

' - $ 



Pasal 23 

Ayat(1) 

Cukup ielas 

Ayat (2 

Cukeup je las 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Hurufa 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Hurufe 

Cuk@up jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruff 

Cukup jelas 

Huruf g 

Cukup jelas 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan "masyarakat berpenghasilan 
rendah" seperti masyarakat yang saat ini memenuhi 
riteria sebagaimaa diatur dalam Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat Nomor I Tahun 
2021 tentang Kriteria Masyarakat Ber penghas ilan Rendah 
dan Persyaratan Kemudahan Pembamgunan dan 
Perolehan Rumah 

Pas.al 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

asal 26 

Culcup jelas 

Pasal 27 

Ayat(1 

Hurufa 

Cu#cup je las 

Hurut b 

Cukup jelas 

Huruf e 

Culcup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Culp jelsk 
60  



Huruff 

Cukup jelas 

Huruf g 

Culup je las 

Huruf h 

Ck@up jelas 

Huruff 

Cukup je las 

Huruff 
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang 
ifungsikan sebagal hotel" adalah rumah, apartemen, dan 
kondomnium yang disediakan sebagal asa akomodasi 
selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk 
bentuk persewaan (kontrak) amg.a panjang (lebih dari 
satu bulan]. 

Huruf k 

Cukup jelas 

Ayat(2) 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup je las 

asal 30 

Cukup ielas 

Pasal 31 

Cukeup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Cukup ielas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup felas 

asal 36 

Cukcup jelas 

Pasal 37 

Ayat(1) 

Cuup jelas 

Ayat(1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan pertimbagar berdasaran 
kenaikan N[OP hasil penilafan misal, dalam hal emerintah 
Daerah melakukan peruktahiran N[OP dan menyebabk.an 
keralkan Ny0 yang sangat signifika, mnaka dapat 
diberiean persentase dasat pengena.a PB.2 yang dapat 
d"""uaikan .<e<,ara bert.ahnp. ). 



Huruf b 

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasark.an 
bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang 
digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase 
dasar pengenaan PBB-P2-nya akan leih rendah 
dibandingkan dengan objeke pajak yang digunakan untuk 
eperluan korersial. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasark.an 
klasterisasi N[OP dalam satu wilayah Daerah misalnya 

Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagal 
berikut; 

I, No « RpX juta maka persentase dasar pengenaan 
PB.P2sebesar 609% 

2Z. N[OP RX juta RpY miliar maka persentas dasar 
pengeaan PB.P2 ebesar 80% 

3. N[O » Rp miliar maka persentase dasar pengenaan 
PBB.P2 sebesar 100%. 

Pasal 38 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Ayat(1) 

Ckup jelas 

Ayat(2) 
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain 
berupa upon, tiket, atau kartu hadiah (qift card), termasu 
yang dalam bentuk elektronik. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk 
voucer atau bentuk lain sejenis yang tidake memuat nilai rupiah 
atau mata uamg lain 

Ayat (4) 

Culp jels 

asal 40 

Ayat(1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup elas 

Ayat (3) 
Penghitungan nilai ju.al Tenaga Listrik untuke Tenaga Lis trike 
yang dihasilk.an sendiri adaah berdasark.an realisasl 
penggunaau Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas 
tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adala 
ntuk menetaplan golongan tarif satuan histrik 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

asal 41 

Cukurp je las 

Pasal 42 

cop le k 



Pasal 43 
Cukup jelas 

asal 44 

Culap je las 
Pas.al 45 

Cukup jelas 
Pasal 46 

Culp je las 

asal 47 
Cukup jelas 

asal 48 

Ayat(1) 
Hurufa 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Hurufe 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 
Hurule 

Cukup ielas 

Huruff 
Yang dimaksuad dengan "surat keputusan pemberian ha 

untuk pemberian ha.k bar di luar pelepasan hake"ad ala.h 
surat keputusan peberian hake baru yang frenyebabk.an 
terjadinya perubaha naa 

Huruf g 
Cul@up jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

yat (3) 
Cukup ielas 

Ayat(4) 
Cukup jelas 

Pa6al 49 
Ketentuan mengena penerbitan surat keterangan bukan obje 
BPHTB bertujuan ntuk memberikan kepastian bagt pejabat 
pembuat akta taah atau notaris, kepala kantor le lag negara, sat 
kepala kator bidang pertanahan, bahwa suatu perole han Mak 
atas Tan.ah da/atau Bangura buka merupala objeke BP'HT8 
Sebagai contoh, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat 
memerbitkan surat keterangan bukan objeke BPHTB atas perole ha 
Hak atars Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribad atau Badan 
arena wale.f 

PAsal 50 
Culp jelsl 



Pasal 51 

Cukup jela 

Pasal 52 

Cukup jelas 

Pas.al 53 

Cukup jelas 

Pasal 54 

Cukup je las 

Pasat 55 

Culp je las 

Pasal 56 

Culp je las 

Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 

Cukup jelas 

Pasal 59 

Culup jelas 

asal 60 

Culp e las 

Pas.al 61 

Cukeup jelas 

Pasal 62 

Cukup jela 

asal 6.3 

Cukup jelas 

asal 64 

Cukup jelas 

Pasal 65 

Cukup jelas 

Pasal 66 

Cukup jelas 

Pasal 67 

Cukup jelas 

asal 68 

Ckup peas 

Pas.al 69 

Culp je las 

Pasal 70 

Cukup jelas 

Pasat 71 

Cukup ela 

Pasal 72 

Cukeup ielas 

Pasal 73 

Cukupie las 

' • 



Pasal 74 

Cukup jelas 

Pasal 75 

Cukup jelas 
Pasal 76 

Culup elas 

Pasal 77 

Cukup jelas 

Pasal 78 

Culp je las 

asal 79 

Cu#cup jelas 
Pasal 80 

Cukup ielas 

Pas.al 81 

Culp je las 

asal 82 

Cukup jelas 

Pasal 83 
Cukup ielas 

asal 4 

Cukup jelas 
Pasal 85 

Contoh 
I. Kabupaten Timor Tengah Ultara di wilayah Provinsj Nusa 

Tenggaa Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor bar 
melalu dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Ber motor [setelal 
memperhitungkan bobot] sebesar Rp300 juta sbagaim.an.a diatur 
dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur 
mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif 
BNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Re 
tribusi Daerah Provinsi Nus.a Tenggara Timur sebesar 8%, 
sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daer ah tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengal 
Utara sebear 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan 
pemerintah daerah Provinsi Nus.a Tenggara Timur, ditagihk.an 
jumlah Pajak terutang sebagai berikut; 
a. BBNKB tertang = 8%x RRp300 juta = Rp24 juta 
b. Open BBN terutang a 66% Rp24 juta 16 jut.a 
Total BBNKB dan 0p8en BBNKB terutang = Rp 40 juta, 
ditagihkan bersamaan dengan pemngutan BBNKB aat perolehan 
epemiikan, BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan 0psen BBNKB menjadi 
penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan keperiikan 
sebagaimnaa contoh L. kendaraan dimaksuad Jug.a diregistrasi atas 
nama perilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan 
bermotor terse but merupaka kendaraan pertamna bagi Wajib 
Pajale A,Ta[fps keeperiikan pertama dala feratuea Daerah 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarifOpsen PKB datame 



Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daer ah 

Kabpaten Tiro Teng.ah Ultara adad.ah sebesar 66%. Mak.a 
dalam SKPD KB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsf 
Nusa Tenggara Timur, ditagihkan furlah Pajak terutang sebagad 

berikut 
a. PKBterutang 1%x Rp300 juta = Rp3 juta 
b. Opsen PKB terutang 669%x Rp juta Rp2 jut.a 
Total pg dan Opsen PK8 terutang Rps juta, ditagihk.an 
bersamaan dengan perungta KB saat pendaftaran (reg#dent) 
kendaraan bermotor Sela jutny.a setiap tahr Wajib Pajak A 
melakukan pembayaran PK dan Open PK sesuai contoh nomor 
2 sesual dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nia Jual 
Kendaraan Ber motor yang ditetaplan setiap tahu. 

Pasal 86 
Ayat(1) 

I. ada prinsipnyasaat terutangmyaPajak terjadi pad.a saat timbulnya objek 
Pajak yang dapat dikena Pajak Naron untuk ke pentigan administrasi 
perpajaan saat terutangya pajak dapart terjadi pad 
a oat saat tertentu, misalnya untuke 8PH TB, 
b. akhir mas pajak, misalya untuk pgrT, t 
c. suatu Tahn Pajak, misalya ntule PB.P2 

2.Yang dimalsud demgan syarat subyekeif"adalah persyaratan yang sesuai 
dengan ketentuan memgenai subjek Pajak dalam U/dang-Undang ionor 
I Tahun 2022tentamg Hubungan Geagan Atara Pemerintah Pusat dan 
Pererintaha Daerah 

3.Yang dimalsud dengan syarat obyeketifdalah persyaratan yang sesua 
dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang iomor L 
Tahu 2022 tentatg Hubungan Keuagain Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerint Dara 

Ayat(2) 

Culp je las 

Ayat (3) 

Culp jela 
Ayat(4) 

Cukup jela 

Ayat(5) 

Culp jelas 
Pasal 87 

Cukupie las 

Pas.al 88 

Cukup jelas 
asal 89 

Cukup jelas 

Pasal 90 

Cukup jelas 

Pas.al 9 
Culeup jelas 

Pas 92 

Cukcup jelas 

Pasal 9.3 
Culp je l l  



asa 94 

Cukup jelas 

Pasal 95 

Ayat(1 

Cukup jelas 

Ayat (2J 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup je las 

Ayat (4) 

Penyesuaan detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat 
dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru erupakan 
hagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda 

Contoh 
Pada tahun 202S. RSUD X pad.a Kabupaten Timar Tengah Utara 
menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit 

muut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayaan terse but 
hitetapk.an dalam Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusd 

Daerah sebagai berikeut 
Perda PDRD 
l.objek Retribusj; Retribusi pehayanan Kesehatan 

rincian objek Retribusi ; Pelayanan penyakit mulut 

rincian pbjek etribusd ; Pelayanan konservasi gigi 

Pada tabun 2027. RSUD X pada Kabupaten Timor Tengah Utara 

memiliki inovasi dan membuka Z [dua) pelayanan baru berupa 
pelaynan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bag+an 
dari pelayanan konservasf gigi. Maka, untuk memungu 
Retribusi atas kedua pelayanan baru terse but, Pererintah 

Kabupaten Timer Tengah Ultara menyem purnakan ketentuan 

Perungutan yang telah ditetaplan dalam Perda mengena 
Pajak dan Retribusi dengan menetaplan Peraturan Bupat.l 
sebagad berikut; 
Peraturan Bupatit 
L. objek Retribusi ; Retribusi pelayanan kesehatan 

rincan objek Retribusi Pelayanan penyakit mulut 
rincian pbjeke Retribusi; Pelayanan konservasi gigi 
detail rincan objek Retribusj : Pelayanan far mas 
detail rincian objek Retribusi Pelayanan bedah 

Ayat(5) 

Cukup jelas 

Ayat(6) 

Cukup felas 

Ayat(7) 

Cukupjelas 



asal 7 

Cukup jela 

Pasal 98 

Cukup jelas 

Pasal 99 

Culp jelas 

Pasal 100 

Cukup ielas 

Paal 101 

Cukup jelas 

Pasal 102 

Cukup elas 

Pasal 103 
Cukup jelas 

Paa 104 
Cukup jelas 

Pasal 105 
Yang dimaksud dengan tempat penginapan/ pesang.grahan /villa yang 
disediak.an, dimihiki, dan/atau dikelola oleh Pererintah Daer ah 
eperti asrama, hotel, ata aula/ruangan yang dimihiki dan/at.a 
dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat 
penginapan/pesanggrahan /vila 

Pa8al 106 

Cukup jelas 

Pasal 107 

Cukup jelas 

Pasal 108 

Culp jelas 

Pasal 109 

Cukeup jelas 

Pasal 110 

Culp ielas 

Pasal 11 

yat(1 
Yang dimak sud dengan "permanfaatan barang mihik daerah 
adalah pendayagnaan barang milik daera.h yag tidak 
digunaka untuk penyelengaraan tugars darn fungsi perangkat 
Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tida 
mengubah status keperilik.an 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup e las 

Ayat (4) 

Culp jela 

Ayat(5) 

Colp ell  

- 



Pasal 112 

Cukaup elas 

Pasal 113 

Cukup jelas 

Pasal 114 

Cukup jelas 

Pasal 115 

Culkeup felas 

asal116 

Cukup jelas 

Pasal 117 

Cukup jelas 
asal 118 

Culp jelas 

asal 119 

Cukup ielas 

Pasal 120 

Culp je las 

Pasal 121 

Cukup jela 

Pasal 122 

Cukup je las 

Pasal 123 

Cultup jelas 
Pasal 124 

Cukup jelas 

Pasal 125 

Cukup elas 

asal 126 

Cukup jelas 

Pasat 127 

Cukup je las 

Pasal 128 

Culeup je las 

Pasal 129 

Cukup jelas 

Pasal 130 

Cup jehas 

Pasal 131 

Cukup jelas 

Pasal 132 

Cukup jelas 

Pasal 133 

Cukeup jelas 

Pasal 134 

Cukup jelas 
h 
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Pasal 135 

Cukup jelas 

asal 136 

Cukup elas 

Pasal 137 

Culp je las 

Pasal 138 

Culp je las 

Pasal 139 

Culp jelas 

Pasal 140 

Culp jelas 

Pasal 141 

Cukup jelas 

Pasal 142 

Culp jelas 

Pasal 143 

Cukup jelas 

asal 144 

Cukeup je las 

Pasal 145 

Cukeup jelas 

asal146 

Culp jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 

NOMOR 144 



LAMPIRAN I 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TIMO TENGAH UTARA 
NOMOR I TAHUN 2024 
TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IASA UMUM 
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TA#IF (pl 
000.00 

250.000.0 
0.000.00 

No I6NIs LAYANAN 

Pery@fora fen.asat 
fen.i.e. 
fenaah(Lemar 
Pei in)/hr 

• 
9wa.a 



ELAYANAN KESFHATAN DI DISKESMAS 

a PELAYANAN RAWAT JALAN (PAET] 

� IENIS PEI.OYANAH A ME.ors LA A TA#I SA4RANA NON ME.DIS $AT0AN 
l ea  3.200,00 800 2000,0o 10000.00 

" oledes/lo..e 2400,00 2.400 1.$00,00 6.000,0-0 ii 
b TINDAKAN ME DMS 

t 

No JEN PELAVANAN L.A4 AN4 
TA [Rp) ASA ARANA ME DMS NON MEDI $47/4N 

' 
lit Lo in$an 12000,00 10500,00 7.500,00 30.00/0,00 Er hit 

2 
Jaht Lua Seda 

16000.00 4000,00 10,000,00 40.000,00 
Peep 

1 h L4  
'  ait Luka Lr I 

fer pan 3 ahit.an.a atu Luk. 20.000.00 17500,00 12.500,00 50.000,00 

Dale al 

• lo pat. 4.000,00 [ .500.00 2.00.00 10.000,00 
l 

• I0. 6.000,0.0 5.250,00 3.7$0,00 1$.000,00 

- �t" . 
' 

6 ] find teli0a 6.00.00 $.250,00 .750,00 1000.00 

' 
asang AK.DR/IO 6.000,0 5.250.00 3750.00 15.000,00 # 

• Cabot ADM/IUD 6.000,00 $250,00 .750,00 1000.00 

# • Pao0plot 6.000.00 25000 750,00 100o,00 

10 Cabut implant 6.000.00 $250.00 3750.00 15.000.00 

n run.ls 40.000,0.0 35000,0 25000,00 100.000,po 
alt. 2 tetra.l4geed 

6.00,0 $.250,00 $750.00 1$000,00 e 
� /rely /le.al 

13 
tetra.l4 

6.000,0 5.250,00 3760.00 15000,00 

E 4la 

' 
4 l  wail 4.000,00 3.500,00 2500,00 10.000,00 

�t:· 1 Suot 2000,0o 1 70,00 1.250,00 $0o0,pd 

16 ier 12000.00 10.500,00 7500.00 30.,000,00 er pa 
i 

1 step.ef 20.000.00 17500,00 12.500,00 $0.000,00 
fer pas 

' 18 Perna0.0./4.a 8.000,00 7.000.00 $.000.00 20.000,00 
fer pat 

i 

to fer as.an9a0f%% 8000,0d 7000,00 $000,0 20.000,00 .. ,t,;' •• 20 Eltra.i Kl 12000.00 10.500,00 7500.0 30.000.00 ':., 
2 now rar 80.000,0O 70.000.00 $0.000.00 2000QO.OG� 
2 et a  a  Lat  fr 12000,00 10.500,00 .500,00 30.000,00 
23 le/e9a.a6at0 6.000,00 $.250,00 3.7$0,00 1s.0oo.o AL""" 

24 • sag#NT(So) 12000,00 10.500.00 7$0,00 30.000,00 .a 
al 

2 NGT(Sod 6.000,00 5.250,00 3750.00 15.000.,00 
26 ueto 6.000,00 250.00 .750,00 1000.0 .e 

' 
2 Kl.a Lal% 20000.00 7500.00 2500.00 $0.000,00 

h­ 28 Ki0.a 8.000.00 000.00 .000.00 20000.00 he. 

' 



e. PELAYANAN GIGI DAN MULT 

ASA 4AN 
ARIF [R) SAT0AN 

NO ENI PELAYANAN SA4AN t ls o or 
- coo4"pl ' 

Cab0i4 0 8.000,00 7.000,00 000,00 

2 taut6 7et 20000.0 1.500,0o 12.500,00 $0000 $. 

e. 3 
fee.gig 

60.000,0-0 2500,00 37.500,00 150.000,00l den.et 

1" 4 [lsi1 A.e 6lg 2000.04 10.$00,00 7$00,00 30.00 f 
$ fer n#Kara 6lg 30.000,00 26.250,00 18.750,00 75.000 

/ 
.. 

• fl 6 
«. Gt€ 30.000,00 26250,00 18.750.00 75.000, 

" bf.0.a000a 6.000.00 4.000,00 10.000,00 0.000 pare 

i c. T,m..,_, "°"'/ 
35.000.,00] 

pt 
e46eh 40.000,00 25000.00 100000, 

al 

[row 4.000,0 3500,00l 2500,00 10.000, et 

l 

pan [egawat daorta 40.00/0.00 35.000,004 25000,00 100.000 
a 

d. LAYANAN AWAT[NAP (PART] 

NO [ENIS ELAYANAN 

[ltawat per hr 70.000,00/ 0.000.O 
ARIF (p) 

«. PELAYANAN KEA MILAN DAN PERSALINAN 

Ne oorooI.l AS4 ELAYANAN 
apt NON M.bs Al (R $AT4N 

60.000.00 

-· ' 
Pelan.an ANC o.le8%4, 24000,00 21000.00 15000,00 

all 
2 

Pery.a.an ANC0eh 32000,00 28.000.00 20.000.00 80000,00 
fee9aes.in 

Doter 

' fetters.all 

fer pahen 3 p4van.eel. 20.000,00 280.000,00 200.000.0O 800.000,0 
/le. id 

Paet/er.. 

er pan 
4 9ow.a.o0oh 400.000,00 50.000.00 $0.000.00 1000,000,00 

/el Do.l 
falter 

, po0v.a. 0.. 
$00.000,00 437500,00 312500.00 1.250.000,00 era 

tioda.anee00y.ha 
/ad 

� 
tu.le.so. POND 
el.a.a /0d0 p.al 
paho.lo.., er pas 

• p0Np(el.cent 72.000.O 63000,00 45.000.00 80.000,00 /al 
4 

ehy.a0p4au/u 
p.loop. eepaes , 
bin0 4ha a. 7000.00 6000,00 45.000,0 180.00/0,00 ad 
04 

17$0,00 1.250,00 $.000,00 • • peuho 2000,00 

' • Ket$ 140000.0 122.500,00 7,500.00 330.000,00 pe 

' 10 VA pee 12000,0 10.500.00 7500,0 0 000.00 pan 
al 

I i [riot4rap 120.000,00 10.000.00 7.000,00 300.000,00 i 

' 



' p.4 

' 

er pas 

paen 

al 

.an 

eat% 

p.assen 
all 

aen •• : .. IJ 

he 
hall 

10.000,00 

45.000.00 

25000,00 

30.000.00 

25000,00 
25.000.00 

10oo.oo] " 
lerai oms, it..l 

o"Er" 
oooool "" {L" 

sooooo �· 
·-EE 
25.000,00] i 

pw 
4 #  

so.ooo.so] {""" 
0004Per paste 

.al 

pa.le 
al 

ban 
ad 
pasen 

' 

7500,00 30.000,00 
7.500,00, 30,0/00,00 

87$0,00 3$$.000,00 

2500.00 

10000.00 
2500.00 

2.500.00] 

1.250,00 
37560.00 
6.250,00 
3750.00 

12500.,00 
12500.,00 
6250.00 

11250.00 

+re0or ~.T .. 
ME.ors,NON Mr.ors 

3.$00,00] 2500,00 10.000,00] P 

3.$00,00 

3.500,00 

1.750,00l 

$.250.00 
8.50,00 
$.250,00 

17500,00 

10.500,00 
10.00.00 

15.750,00 

8.000.00 

2000,00 

12000.,00 

8000,00 
10.000,00. 8.750,00 6.250,00 25.000.00 

-1 24000,00 2L000,00] 15.000,00 60.000,00 

6/0.000,00 

oooo ""] we] omwoso 
.000,00 20.000,00 

16.000,00 
4.000,00 
4000,00 

2000.00 

6.000,00] 

10000,00 
6.000.00 

20.000,00 
20.000.00 

10.000.00 

12.000,0o 

8A [TC/Apa 

TM 

• 

• 

' 

bSAg 

8 Naro. 

14 [rerida 

Tes Psi 6pat(0TJ 

6  Wit.al 

22 HIV 

2 [N i. h e h  at dengue 

l ± 

• 

• 

L"", ewrow, • 
[tree ti 4.000,00 

] [ruuti 4.000,0 
4.000,00 

f. PELAYANAN LABORA TOI(IM 



As ANN sEtYANAN[ 
No eNs PLAYANAN air vols AI (p AT4N 

2s ill.a (en.lro.lop4.) 4.000,00 3.500,00] 2500,00 10.000.Oo 
pan 

al 

26 VDRL (ROT) 12000,00 10.500.,00 7500,00 30.000,00 

= 
.at 

• 
TA (OT) 12000,00 10500,00 7500,00 0.000,00 

" 
28 rot urine 4000,00 300.00 2500.00 10.000,00f $. 

� " 
g PELAYANAN ELEKTROMEDAK 

GAN olet Doktr 

12500,00 
3$.000,00 

h. ELAYANAN AMLANCE (PAKET] 

No 
A5 PEL.YANAN NI PEL4YANAN AS4A4A.NA edi]oiiusj tr cw $AT0A 

Pel.yam.an ula dart Dea 

' ulna gs 

• Atar en0Pai .fl 6.000.00 
Deak%le..% 6.000,00 Perle 

b Ate[empt4as.at 
$6 00,00 56.000,00 � ............ , 

Per lad 

• 
tar0pt/a04.% L000.00 .000,00 8.000,00 
De s . es.0.a$  

er  la, 

• 
At.rep/a0D L000.00 7.000.00 [ 8.000,00 
Pu.ale0.hat Perked 

• ELAYANAN MEDMKO LEGAL 

NO gr.A ENIS PL4YANAN A4SAA.NA MEb8 NON M 
ARIF (p $4TUAN 

� � 
£ ' 

enerial6ha0. 4000,0 12250.00 $750.00 36.000,0 
� 

2 ether1...04\4/.00%. 8000,00 7000.00 5.000.0 20.000,00/ 

• Vurt 

Hip 28.000,00 24.500,00 17500,00 '"'""'""I;:;: .... u 

b Menn$8al too.ooo.o] 87500.00 62.00,00 so.ooo.so] """"" 

L. OAT/ALKES 

No NAMA 0BAT/ALKES 
HARGA $A4TUAN TAI [Rp) 

$AT0AN 

' 
Abbocath No.18 16.000,00 es 16.000,00 

2 Abbocath No.2O 16,000.00 Pes 16.000.00 

3 Abbocath No.22 16.000.00 es 6.000.00 

4 Abbocanth No.24 6.000,00 pe% 16.000,00 

5 Aboth o26 16.000,00 es 16.000.0 

6 Aeyclove Tablet 400 Mg 858.00 Tablet 85800 

' 
Acyclovir Tube 5gr SM 7200,00 Tube 7200.00 

• 
Alupurinol 10 Mg 118.80 Tablet 1188 

LEE77; 
258,00 tablet 258,00 

5.000,00 otol 5.000,00 

]Laotian Tablet 2oo mg 348,00 Tablet 348,00 

:� 
Alson inelsi 24g/0l 4.320,00 Amp 4.320,00 
Amoxie lln S00 mg 661.20 rblet 661,20 

14 Atrip Tabet 2S mg 1000,0o Tablet L.000,0o 



No NAMA OBA'T /ALKES 
tAGA 

S4TUAN TARI (Rp) 
$ATU/4N 

15 Amoxeltn Syrup 12 5mg/S ml 6.600,00 Botol 6.600,00 

I6 Amodei Syrup 250 ngs ml 10.560,0o lotol 10.560,00 

17 Amps $00 Mg L080,0o Tablet 1.080,00 

18 Ampetin Serb.k Ingels (Via)1000mg 13.200,0o Vial 13.200,00 

19 Ardoin mg 74,00 Tablet 7409 
20 Amlodipin 10 mg 93,00 let 9300 

21 Anti laemoorrod Supogr 4.08000 Suppo 4080,00 

22 Anti Balteri Doe (lasitrasin 3.794,00 Tube 3794,00 
Polk S 

23 Asetoseat80mg 120.00 Tablet 120,00 
24 Asetosat 100 mg $28.00 Tablet 528.0 

25 Antalga Tablet S00 mg 420,00 Tablet 420.00 

[ i~staigia iii«ks (Ampun) 50o $.400,00 Anpl 5.400.,00 

J tit 

27 Antasida Syrup 2.160,00 Botol 2160,00 

% Antsida Tabet 118.0o Tablet 118.00 

T, Aqua pro lnjels (Vial) 2$ Ml 3.480 ,00 Apul 3.480,00 
30 Aqudest I Let 43750,00 Beto 43,70,00 

31 Asam Askorbeat S0 mg 157,00 Tablet 157,00 

32 Asam Asker.at 250 mg 360.00 Tablet 360,00 

3.3 Asam olat f mg 60,0.0 bet 60.,00 

34 Aropin Saft 0.25 mg/ml 2.160,00 Amp-al 2160.,00 

35 Asam Me fern.at S000 216.00 Tablet 216.00 

36 Asa Traeumat lnjeks (Amp)12 7500,00 Aepul 7.500.,00 

• l 
37 Asam Trana.rat Tablet S00 pg 2.300.,00 Tablet 2.300,00 

3 Alioho Swab 22.320,00 Kot.a/10000s 22.320,00 

3 Catgut Chrome 3/0 144000,00 Kotake 144.000,00 

40 Catgut Cromie 2/0 
+ 

144.000,00 Ko.take 144.000,00 

4l Catgut Plan 3/0 144.000,00 Ko.ta 144.000.00 

42 Catgut Pla 2/0 144.000,00 Ktake 144.000,00 

43 Caul mas.ad 5.500,00 bu.al $.500.00 

4 ear bon table 500.,00 blet 500.00 

45 Beth«st/ 6 mg 1.000.00 Tabet 1.000,00 

46 etaetason6ream5$ 2160.00 Tube 2160,00 

47 romheksi Tablet l mg 40,00 Tabet 406,00 

48 unae 10g 85.000,00 Tube 85.000.00 

•• enang Silk 2/0 156.000,00 Kota.l 156.000.00 

50 Benamg Ski 3/0 10.000,00 bu.ah 10.000.00 

5 esit4Tablet Sahut Kobnas 31200 Tablet 31200 

52 isturino1l $40,000,00 Kotk/pies $40.000,0 

53 leoati Be l  Pens4fin 3 gr 17400,00 vial 17.400.00 

54 loo Ure $.000,00 botol 5.000.00 

55 (0u4 ears4 8.000,00 bah 8.000,00 

S6 als/urn Gluon.as 100 mg/l 12480,00 Arpl 12480,00 

ts Captoprl 12.5 Mg 91.00 tablet 91.00 

58 Captoprl 25 mg 17,00 tablet 157.00 

39 Laptop 50 mg 396.00 tablet 396,00 

6.0 cefadroxl So0 mg mg $40.00 tablet 540,00 

61 eteli 10 en 91.00 tabl 9100 

6.2 Chlc<ompl>enl<bl � 1.140,00 tablet 11a.oo 

6.3 Chloramphmicol$ 12 '5ml 10.000.00 b0to 10.000.00 

64 ch/orphn/rah M e 4  68i.0 44et 68,0.0 

83 

t 



NO NAMA OBAT/ALKES 
AGA S4TUAN TAI (Rp) 

4TAN 

65 C/profloxacl 500 4$ 579.00 tablet $79,00 

66 Lotrimoole tab4et 480 288,00 tablet 288,00 

67 Corino&role Syrup 120Mg/Ml 5.160,00 otol $.160.00 

68 Dextrose S% 79080,00 plabot 7900.00 

69 Dea lnjelst [Anpul mg/ml 1860,00 Apl 1.860,00 

70 Deametasone OS 180.00 tablet 180,00 

7 �y,1,.,.,1., lnl•k<l (Ampul) 2280.00 Arpl 2.280,00 
ml 

m blastepaem tfeket (Ampul S mg/ml 2580.,00 Aoopal 2.580.,00 

' m 
Depa Tb mg 145,00 tablet 14s,00 

74 hposel lee 2.040,00 po 2.040,00 

75 Dispostbetee 900,00 pe 900,00 

76 Dispose1See omo] po 1020.00 

7 Dispostbel 10ee 1.020.00 pos 1.020,00 

78 Disposlbe1 20 e 1.380,00 po 1380,0o 

79 Disposibe1 50cc 2.280,00 po 2.280,00 

0 Domperidone 10mg 20200 tablet 20200 

8 Domperidone Syrup5og/Sol 110400d bot.ol 11040.oo 

82 boosts Tablet 00 Mg 63,00 tablet 63.,00 

83 Digolksl 0250g 300,00 tablet 300,00 

84 Drenhddrinat $0 Mg 144,00 tablet 144.00 

8.5 uleolax Supp6S Mg 28.00,00 tablet 28.080.00 

6 Dulcolax Supp6 10 Mg 29.340.00 bot4 29.340.,00 

8 Epimefrn /Adrenalin0.14 /I ml 16.500.00 botol 16.500,00 

8. Eryromysin Suspew4 125Mg/Ml 13.2000o boto 13$.200.00 

89 Erythromyet 250 mg 900,00 botol 900,00 

90 ftarid.a Larut.a 0.1% 00 10.$60,00 botol 10.560,00 

91 EeridaLasruta 0.14% 100l $.000,00 botol 5.000.00 

9 Etan4 70 % 100 Ml 11.220.00 botol 1122000 

• 
Et04 70% 1000 4 62400,00 bot.ol 62.400.00 

94 Ethyl Klorid 100 ML SPRAY 646800,00 kale8 646.800.00 

95 Eugenot 10 al 174.000,00 botol 174.000,00 

9 Fenobarbital njekesi 0ng/ml 2400,00 a00uf 2400,00 

9 erobab.lad Tablet 3¢ mg 222.00 aop 22200 

98 Fenoglierel etees TelgaS ml 3.960.,00 botol 3.960,00 

99 fitau KI lnjek4 10 mg/ml 2040.00 Arp 2040.00 

100 Fitamine Tablet 10 11400d abet 1140oo 

10 Folley Lath No.10 14.400,00 po 14.400,00 

102 Folley Cat N.14 14.40000 pas 14.400.00 

103 Folley Cath N6.16 14.40000 po 14.400.00 

104 Folley Cat No.18 14.400.00 po$ 14.400.00 

hos formate Car 350 ml 100.000,00 botol 100,000,00 

106 furosemdda lnelet 10 mg/mo $.000.00 vial 5.000.00 

107 urostda Tab 40 mg 480,00 tablet 480,00 

10 Garan Ooahit 799,00 a0tog 79900 

109 Genta.rein n4eke4 40 1g/ 4.080,00 npul 4080,00 

110 Gentamicin aep Kut 0. % S $  6.360,00 tube 6.860.,00 

111 Gentian Violet I0ml 5.760,00 bot 6 76000 

11 Ghibenchaode mng 180,00 tablet 180.,00 

I 
GlyceryGada.col.ate 100 1g 252.00 tablet 252.00 

14 Oliserin 120l 10.000,00 botol 10.000,00 

11s GluosS% $0ml 7 9/80.00 flabot 7980.0 



¥ 

No NAMA 0BAT/ALKES 
ARCA 

$ATUAN TARIF [Rp 
SATAN 

116 Glue0 10 500 l 10.020,00 flabot 10.020,00 
11 Glos 409%25 ml 9240.00 flabot 9.2400 

11 Griseofulvin 125 Mg 400.00 flabot 400,00 
I laloperidol0.S g 86.00 tablet 86,00 
20 48A 12.000.00 en 12.000.00 
2 4CG strip 2.500,00 tn 2.500,00 
122 idrogen Proksda 33.033,00 betel 33.033,00 
123 tdrokdortiara425Mg 240,00 tablet 240.00 
124 nfu Set Ana 11640o pes 11640.00 
125 nfu Set Dew.asa 11400.00 pc 114000o 
126 Hidrokortiso crean %% 3.864,00 4.864.0. 
127 luprote 200 Mg 43200 bet 43200 
128 lb protein 400 Mg 6.6.00 tablet 6.36,00 

2 Ibuprofen syrup 100Mg/S Ml 88.400,00 bool 8.400,00 

130 lsoorbit Dia#tat Sos 240,00 tablet 240,00 
131 INt Pro.take 300 g 40000 po 400.00 
132 lely DSG 2S0 ml 16.800.,00 botol 250 16.800 00 
133 apes Per balot adorben 100Mg 12.000.00 bah 12.000,00 
134 kapas pembalut adsorb«en 20Mg $4.000,00 pes 54.000.00 
135 Kaea Slide 360.00 tablet 36000 
136 Karbamaple 200 Mg 840.00 apsul lunak 840.00 
137 apsut Vitamin A 200.000,00lU 480,00 kapullunae 480.00 
138 Kalis.lum Latt $00 Mg 80.,00 ahe 80,00 

139 Kasag8hung cox Sen 3.000.00 pies 3000,00 
140 Kaagulung4cmxIcn 10.000,00 pes 10.000.00 
14l ksa glung 4em x 10em 5.000,00 pees 5.000.00 
142 asa hdrof Zmx80en 15.000,00 pes 15.000.00 
4 Kasa stern/ 6em l6cm 8.000,00 p 8.000,00 
144 Kasa sterll 40m 40 em 2.000,00 pes 2.000.00 
145 Kasa hidroft 40 yard 80 em  145.000,00 po 145.000.00 
146 Kertas Saring $00,00 pc 500,00 
147 Gerta Reep 25.000,00 po 25.000,00 
148 Kertas Puvis 6.200.00 pes 6.200,00 
14 Ketokoarole Crea % 5.000.00 tub $.000,00 

150 Ketokomarole Tablet 200$4g 648.00 tablet 648.0 
151 Kina lnelest 2ml/ 600 mg 

152 klormfmcol Salep Mata 1 9% gr  9.776,00 tu 9.77600 

153 Klorafealcol Tetes Mata S med 1 1 1 60. 0o  boa.h 

-+ 
1.160,00 

154 klormfemcol Tetes Telin$a $ ml 15$.000.00 bah 15.000,00 

15s Klem Tali usat (trbtlicad Klem] 10.000.0o a 10.000,00 
156 lorpromarn 100Mg 100.00 abet 100,oo 

157 Ketoooasole 200 mg 648,00 tablet 648,00 

158 Ketorolac injeke4 30 g/I ml 3.960,00 a00pol 3960,0 

159 Ldocatn HI2% 100 l 1.836.00 am pal 1.86,00 

160 Laruta All 100 el ' 373.000.00 botol 373000,00 

161 LarutanAam At 10eel 

' 
11000o.0o bot.ol 110.00o,oo 

162 Larutan As.om /foe.ah4lat 100el ooo.oo vote L41.ooo.oo 
16.3 Larutan Benedict 100ml 279.000.00 botol 279.000.,00 
16 arutan£0A 100d 56.000.00 et 586.000.00 

16s Larutan Eosin 2% 100 ml 471.000.00 otol 

1 
471.000,00 

166 arutan Gens.a 100 ml 875.065,00 botol 875.065.00 

16 arutan Mayen 100 l 201.000,0 bot.of 201.000,00 



NO NAMA OBAT/ALKES MARGA $4TUAN TARI (Rp) $AT0AN 
I68 Lrutan 0. 1 N  100 13.728,00 botol 13.728,00 

16 Larutan Lagol10o ml 215.000,00 botel 215.000,00 

170 Larutan Na Stea 10l 119.000.00 botol 119.000.00 

17 Laruta Turke 10 ml 94.000,00 boto 94.000.00 
172 arutaniet Nelsen 100 ml 250.810,00 botol 250.810.00 

17% Larutan less Ecker 224.000.00 bote4 224.000.00 
174 Lidocain In4elks f hinefrin Itek2% 174 aon +4 174 
175 Ldsol 53.500.00 botol $3.500,00 
176 Loratadie 104Mg 180,00 tablet 180,00 

17 Magnesium Sul6at 20% 5.967,00 pl $.967,00 

178 Magnesium sulfa 40% 6.79300 annul 6.793,00 

179 Mer 1750,00 bu.ah 1 750,00 
180 Mettergometrime Tablet 0.12$ m 2.238,00 tablet 2.238,00 

181 Mettegometrime in. 0.200 ±mg 664,00 annul 2664,0.0 

182 Metolklopram#de S mg 17500 tablet 175.00 

183 Metromdasole 2 mg 500.00 tablet 500,00 

84 "'"""'';'* ·oo '"I 434.00 tablet 434,00 

185 Metronddarole Syrup 60 ml 12925,00 botol 12925,00 

186 Melodee 7.Mg 898,0 tablet 898,00 

187 Metformin Abet 622.00 table 622,00 

188 Metakl.orpamed Tablet Mg 

z 
tablet 

sE­ 189 Metoklorpamida lnjeket $ Mg vial 

190 Mesroodaole Indus 100mg 31.807 ,00 habot 31807,00 

1 Methylprednlolone 4 Mg 38,00 tablet 338,00 

192 Miko.arole Sahep5gr 23.676.00 tu 23.676.00 

193 Mineral Mix 3.116,00 sachet 3.116,00 

194 Mucous Suction 15.000.00 bu.a. 15.000,00 

195 Natrium Klorlda tfue 15.000.00 buah 15.000,00 

196 Nurse Cup 5.000,00 bu.a 5.000,00 

197 Natrium Blea bona.t 78,00 tablet 78,00 

198 Natriuma Tioutf 

199 NGT Ne.3 15.000.00 es 15000,00 

200 NGT N6.3.5 15.000,00 pes 15.000,00 

20 NGT No. 15.000.00 pes 15.000.00 

202 NGT No.S 15.000.00 pes 15.000.00 

z 
NGT N6.10 15.000,00 pos 15.000,00 

NGT No.16 15.000.00 po 15.000,00 
-- 

205 NGT No.18 15.000.00 po 15.009.0 

206 Nfed 1¢ mg 300.00 tablet 300,00 

207 Nistatin Vaginal 500.000.00 14800 tab Wag L.148,00 

208 Ntatin Tablet 100.000,00 1166,00 tablet I 166.,00 

20 Nurse Cup 1.300,0o cup 1.300.00 

210 0bat Bktegor L $19.3409,00 o.take 51933900 

21 0bat Am TBC Kategor1 l 23251800 kotake 232518,00 

212 0bat Anti TBC Kategoi Ana. 232518.00 kota 232.518.00 

213 0bat Amt TC Kategori I FDC 1.622.369,00 kota 1.622.369.,00 

214 0bat at.k it.an 60 ml 8.000,00 bote4 8000,00 

215 le4tetrasik/in lnjesi 15.000,00 annul 15.000.00 

216 oeepraole 204g 714,00 tablet 714.00 

21 edasentron4nag 1.500.00 tablet 1.500,00 

218 Oodansentron ti mg 2.000.00 tablet 2.000,00 

1 Orto l ie 4 g/ a l  10.000.00 0pol 10.000,00 

1 
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No NAMA OBAT/ALKES 
HARGA ATUAN TARlf [•pJJ 

SATAN 

220 0ytetracycline $4 1  44S 5.000.00 tube $.000,00 

221 O@ye-trey«en$K39%$g 783200 Tube 7832.00 

222 3996,00 a0npl 3.996,00 

zzzz­ 300.00 tablet 300,00 

l,aero er //vl 15.000.00 vial 15.000,00 

225 Paracetamol S00 ta 8032.00 tablet 832,00 

226 feacetamo4Syrup12Song/ml 5.000,00 botol .000.00 

227 arasetavol Drop 100mg/ml 8.31100 botol 8.311.00 

28 femalut (4 50.000,00 b.a. 50,000.00 

229 Petidin njeke4 50 mg/ml 17400,00 tablet 17400,00 

230 firasetam tablet 400 Mg 700.00 tablet 700,00 

231 [leasts fleet 800 Mg 1.000,00 tablet 1.000.00 

232 peseta fblet 1200 Mg 1.400,00 tablet 1.400.00 

233 Patel Pamot 12$a0g 801.00 tablet 80.00 

234 fetidokst HCL 10 g 405.00 tablet 405.,00 

235 peccaen 20 Mg 250,00 tablet 250,00 

236 lastk 10X7 50.00 po 50,00 

4 pester $cm4.5 $0.000.00 bu.ah 50.000,00 

�SMI 6.3400.00 botol 6.300,00 

10 mMl 13.700,00 botol 13.700,00 

24[ovton o Mt 23.000.00 bot4 23.000.00 

24f oidon 60 Ml 35.000.0% betel 35.000,00 

242 ovdon 00 Ml 200.000,00 botol 200.000,0.0 

243 Predntson Tabet S mg 147.00 tablet 1470 

244 Propanotol 40 Mg 254.00 tablet 254,00 

245 Propitiourasl 100 mg 68100 tablet 648,00 

246 latidme lnekesi 50 mg/ mod 4.656.00 arpu 46$6,00 

24 faitide 150 mag 648,00 tablet 648.00 

248 Ringer Laktad 500 ml 10.080,00 fa.bot 10.000.00 

249 Rapid Test HIV/SD Bone 15.000,00 pes 15.000,00 

250 Reagen sii 27000.00 apol 27.000,00 

25 Retinal 100,000,00lU 750.00 apsud luna. 750,00 

252 etinot 200.000,00I 1650.00 apsual lunal 1.650,00 

25 kigerdon 2 Mg 100.00 kota 100,00 

254 Salbutarot2 g 264,00 tablet 264.00 

255 Sal butaol4mg 180.00 tablet 180,0o 

256 $ale2.4 30 0g 
$.820.00 oa. $.8620,00 

a 
Salis/k Bea 4.077,00 bung#us 4.07700 

pritus $0.000,00 otol $0.000,00 

259 $arung Tanga Ginelologi 60.000,00 bua 60.000,00 

260 Sarung Tongan Suer1l No. 6.5 10.000,00 bah 10.000,00 

261 Sarung Taoga strl No. 10.000.00 buah 10.000.00 

262 Sarung Targa.n Ster No.. 10.000.00 bu.ah 10.000.00 

263 ave Gloves M 
-+ 

2.000.00 pees 2.006,00 

264 $ave Gloves L 2.000.00 pe 2.000,00 

26.5 Slang karet Anus No.20 20.000.0 es 
20.000.00 

266 Ser Anti Bis Ula 1500 IL 826.582,00 via 826.582.00 

267 Serum Anti Tetanus lnekl 183.150,00 a0pol 183.150.00 

10000,0Ott - 

268 lanolobalamin hope4 (Arp/)O6 4.060,00 opual 3.060,00 

- 
l 

269 aokobalamn lnjest(Via] 301.00 ta8et 301.0o 

270 lanolobalain Tablet S0Meg 
' 

600,0 tablet $00,00 
� 



NO NAMA OAT/ALKES ARGA 
SATUAN TARI (Rp] 

SAT0AN 

271 sivastat/ 10 Mg 70000 tablet 700,00 
272 Smvat.a 0Mg 1200,00 tablet 1.200,00 

- 
273 Spiromolaketo 2$ mg 250,00 tablet 250.,00 
274 \Sputum Pot 6.000,00 bah 6.000,00 

@£"' ... "''" - soo ... 1.000.0o tablet 1.000,00 
Th%al 4CL tablet S0 g 500,00 tab 500,00 

[z77'Toriaquet $0.000.00 boat.h 0.000, 00 

278 Tr.ado4 cps4 s0 mg 100o.0o tablet 1.000.0o 

279 Tram.ado/ In4es/ 10000,0o anpu 10.000.00 
280 Trfust$% 5.000.00 tablet $.000,00 

28l Theolpemy4 Mg .000.00 tablet 5.000,00 
282 Urine lag 6.960.00 bu.ah 6.960.00 

283 Under Pad 7.000.00 bah 7.000.00 
28.a Vitae neke4 10 mg/ml 5.00/0.00 apull 5.000.00 
285 Vitamin BCorplee 00,00 tablet 500.,00 
286 Ventolin Nebudoer 17.000.00 apul 17.000,00 
287 wdad Test 600.000.00 pa.let 600.000.00 
28t ime Sulfate 20 mg L.000,0o tablet 1000,00 

a es.gen a0.a ersa0pa+an ta a0ggar 
NO KATEGORI RUMAM TANGGA ' AT0AN - TARI (Rp] 
1 Rue.ah fgga Kel.as Miskin p/KK /ulan 25.000,06 
2 ' ra h  Tangga Klas Bawa p/KK/Bula 35.000.00 
3 uooah Tang8aKlas Meenga p/KK/Bulan 

=: 
- 

4 umah Ta.ga Klas Ats p/KK/Bulan 

B. PELAYANAN EBE[SHAN 

I PELAYANAN ERSAMAHAN 
Be Pela Pe ha KategoriR 

b. Besaran Pela anan Persapaha Kat¢gori Bisis /Hotel 
NO KATEGORI [ENIS HOTEL $4TUAN TARF (R) 

' 
Mela p/M 115.000.0 

2 [utans l kRp/ 230.000.00 
$ tang p/M 30.000.00 

• 
getamg R/M 465.000,00 

s intang p/M 580.000,00 

6 ntag S Rp/M 820.000,00 

Keterangar 

' 
Kategori Ruma.h Tang 
a. Kolas Miskin adala.h kelas rumah tangga riteria sa nga n  day.a 

histrik 450 A 

b. Kelas Bawah aalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan 
daya listrik yang disediala 900 VA sampan 2.200 VA 

e. Kelas Menengah adala.h lelas rumah tang#a dengan criteria 
sambungan daya listrike yang disediaka 3,$00,00/A apa dengan 
5.500.00 VA 

d.Kela Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambangan 

dayalistrike yang disflak.an 6.600VA e atasst 



I 
2.000.00 

TARIF [RpJ 

Sek.alt parkr 

Sela park A000, 00 

sir tsooded 

• epea4notortaneohaoaan beroot 

roa Edan roda s oad.i 

• [e ode 

C PELAYANAN ARKI DH TEP ALAN UMUM 
1'10 T Rl�CIAN PEI.AYANAN----,--SATUAN 

l EAKAN 
ieir#eta0.a Def 0  

D. PELAYANAN PASAR 

NO INCLAN PELAYANAN 
SATAN 

TAR If (Rp) 1 
PEMAKAIAN 

' 
Klos ml/k emeritah Daer.l m/hat 1.200.00 

2 Klos Swadaya Pedagag /hr .boo.oo 
3 Los m/bar 750.0o 

. 

+. /art efataraoterk.a 500.00 

BUPATTIMOR TENGAH UTA RA/ 
y- 

y 

ANDt DAVID 
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LAM PIRAN I 
PERAT'URAN DAERAH 
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 
NOMOR I TAHUN 2024 
TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Rp) 
RETRIBUSI JASA USAHA 

A. PELAYANAN ENYEDHAAN TEMPAT KEGAAT'AN USAMA BERA PASAR GOSI 
PERTOK0AN, DAN TEMPAT KEGAA'TAN USAIMA LAINNYA 

NO INCLAN ELAYANAN 

1 Banguna Toke 

SATAN 
EMA#KALAN 

m/bula 

TARlf I 
(R) 

10.000,00 

• PELAYANAN PENYEDMAAN TEMP AT KHU'SUS PARKIR DI LUJAR BADAN [ALAN 

AN PELAYANAN I 
$AT0AN TAI 

EMAKAIA.N 
er moor 

Parler/l jar 
3.000,00 

berrotor roaea rtama 
lee.aeah.an 

' 
tarif setiapl L.000.00 

- 
• -- 

Parker/2jam 
$.000.00 

rt0a 

bermotor oda Pena.bah.an 
tarifsetiapl 1.000,00 

f 

_seat rkr 10.000,00 

rotor ola 6ke at.as am.bah.a 
tarifsethapl 1.000,00 

• 

Nc 

b Kendaraan ' 

NO 

C PELA YANAN ENYEDNAAN TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGUAMAN/VILLA 

No INCLAN PELAYANAN l 
SATAN TA 

PEMAKAA 

' 
Tempt Pengra pan 

• 
Kaer VI bar 550.000.00 

• aor Sitadae hart 350.000,00 

6 ambahan ekstra bed bu.ah 10.000,00 

D. PELA YANAN RU MAH EMO'TONGAN EWAN TERN AK 

NO IN(AN PELAYANAN 
$ATUAN TA 

PEMAKALAN • 

' 
Per.ala Karn.dang 

• 
6api,kerbar, uda ekoe/hafl 1s.000.00 

b babl eor f 5000,00 

e lambing don.b elo $.000.00 
j_ 



NO NAN PELAYANAN 
$AT0AN TARF 

-, EMAKAAN (Ro 
.lea4a enpatlenotongan(tern.auk 

' 
peer1ea.a hew.asbetu dansesuah 
ipotong 

• $a leer baa,kuda kor 50.000.00 
b bab Ekor 0.000,00 
6 am.bi dos ba Ekor 10.000,00 

3 Pergangkutan ewa 
batam Kota sekai aglut 50.000,00 

. Loar ota« 2Ok el.ah aglut 75.000.00 - 
larota»2Ok sekcal4 an.gut 100.000.00 

E PELAYANAN TEMAT REKREASE AIWISATA. DAN OLA!RAGA 

INCAN PELAYANAN 
$4TUAN TAIF 

PEMAKAIA.N R 
fem tekreasidan lariwlsaa 
• Teet Masso tengunfung Domestik] 

' 
Dews ah n.auk 

2 A.a0.a kafr mask 
b. feet Mas.uk (Penguug 

Mancanegara) 
t Dew.ad 
2 Anal-an.a.k 

€ suits tarn.aha 

/Eea orang/selaft pa 

Lore 
a] kuran keel 
6 lkuran sea m 

c kuran besat 30 00 

' 
sew pelotaran f L 0.000,00 

2. SewaTemt Olah Ragar 
' 

m $0,000.00 
3 ewa Grad Kiner hari 10.000.00 

EN[UALAN HASIL, ODUKSIDSAHA PEMEINTA4 DAERAN 

No INCLAN pLAYANAN SA4TUAN TARIF 
PEMAKAAN • 

' 
k.an 
• Beth 

1 I - e  per-eo 1.250.00 
2 3 S e  pekoe 2.500.00 
3 5 em per-ek 3.000.00 
4) 8 1 2 e m  pet-eor 5.000,00 

b talon ldo. Peleg 40.0100.00 
e lnduk Akit/ prod ultif pee kg 40.000.00 
d lka Kol pee $0.000.00 

2 unput Lat 
•• 4t pee-kg 7.$00.00 
b unput hat Mering Per-kg 15.000.00 
e Run keel taw. 

' 
20.000.00 

3 uh Maga Hasl ks4 Darah 8.000.00 

• Hast Produks4Us.aha Peternaan 

• Semen catr babi Per dos.ls 100.000.00 
b Bit ternak bat [afkr) Kg/berat hid up 60.000.00 
c gibit tern.a.k ha per-ekor 1500,000,00 

d hang pka babl produos di.as 
' 

8.000,00 

5 Tarifjasa pehayanan 

• tense .ab et+of 100gee0 
h. 4termak sap4, kerb.au, ua e ek0  50.000.00 
e. IBterma.k lambing I le elo 25.000.00 



G. PEMANFAATAN ASET DAE RAN 

PEMANFAA'TAN ASET DAERA BERUIPA TANA! 

rsN 

] P E N  
, las»ta6a eras 

TARIF [Rp RINCAN 

Keterangan 
LT Luastanah [m)di/tung berdasaran pad.gaon.bar stuas/pet.a tan.ah a.tar 

serifk.at tanah 
NT·Nilattanah berdaarkan has.il pentlafan/ penafsran sdegan mengum.ark.an 

ho rs 

2.EMANFAATAN ASET DAERA] ERUPA BANGUINAN /RUA.NGAN 

NO RINCAN I 

' 

$4TIAN 
PEMAKAIAN 

m'per Tahu 

TAI (Rp] 

Rp. 926.130/m 

keraga 
LT Luss taah (edihitung berdear#an pad.agarbar soars/petataah a.ta 

srifikat taah 
NT-Nia tao.ah berdasari huesl penaia/peroafiran dengan en$gun.a.an 

N[OP (per m) 
Lg. Lua lantat bagum.a gm 
stargasatuan banguoar stamdar dala keadaan bar(lp/ 
NS. Nila4slsa barguna [] demgah ketentuaon 

agman peraten e 2%/a 

Laguna sen4 perm.an a4%/t.ah 
langunan darurat 10%/tab 

y tan makstmalto 

3 PEMANF AATAN ASET DAEAH BE RIPA LABORATOIUM DAE RA 

NO RINCAN JENS ALAT LABORATORIM ]SATUAN PEMAKAIA.N TARI (Rp) 

' 
handbor fer hat 30.000,00 

' 
DutchConePenetrometer/Sor er tit 2.000,000,00 

' 
Liquid Limit test er kal 100.000.00 

4 las.tic limit test fer kal 100.000,00 

5 Moisture cotent test erk.al 80.000.00 

• 
pesifl gravity est 

etali 20.000,00 

7 Compaction test er kai 100.000,00 

• 
Laboratory t8 test Per kali 0.000,00 

' 
$ad come test Per it 100.000,00 

10 Deli cone penetroretet erhart 100.000.00 

1l Speedy moisture tester fer Samope $0.000.00 

12 Concrete cylinder mould er boa 50.000,00 

1 Concrete cube mould (515) Per bah 50.000,00 

4 Concrete beam mould (16x60 er bah 50.000.00 

1s flu«ctrie concrete copes.o. erk.all 250.000,00 

16 Concrete Vibrator et Mari $0.000,00 

" 
Concrete Mier Per liar 200.0/00,00 

18 Sta0per Per Marl 

I 
100.000 00 

19 Vertical eyhinder cappn fer all 250.000.00 

20 4raulie coerete bean tel 
Petkali 250.000,00 

2 Slurp test Per ka 25.000,00 
22 Laboratory coeeete fader era 100.000,00 

2 Un/versa testing macho erkaf 100.000,00 
24 CCocete test hare feral 25.000,00 

25 ample pliter Perkall 20.000,00 

26 Shive Sieker er Sampel 10.000,00 

2 Lor angel abrasion Peral 100.000,00 

28 Spesite$ravity8absorption of fine 

84gate le Perk.all 20.000,00 

2 gate purities test Pe kahi 2a.ooooog 

92 



Core drill/mg machine had operated centrifuge extractor 
Marshall test Geoltste Altimeter 
Total Station 

Warp 
Gs 

Pee utile peekall 
Peral 
er titik 

fer5ample 
er4et 

er tar 

er Mar 

T
,00-.001 50,000.00 75.000.00 L.000,000.00 
100.000.00 ,00000,00� 100.000,00 
50.000.00 

4. PEMANFAA'TAN ASET DAERAIM ERUPA ALAT BEAT 

-- - �  SATt!A� No INCLAN [ENIS ALAT BERAT EMAKALAN TAF [Rp) � - 
- 

t+ 
whee4oder it/hart L000 teer@to 

- 
unit/hart 1.500 

' 
bum, Truele unit/hart 750 

• rule Kay unit, ha 100 
ski Ar 

0.0e • 1 Ki  10Km 
. far%k 11 Ki 20 

100 $ 
fatale kn - o Ke ,,-,..�;: - 

_- eke1 .4oa 
Jee 41Ki +  S3Km 2o 

¢ Aspal Sprayer 
- a per ha rt 2 oo  

'  
Tandem Rot Reller /Mibro Mil r hart 0o 

• Semper vema ah r har 300 
S. EMANEAATAN ASET DAE AM HERDA ALAT DAN MESIN ERRTAN[AN 

TARI (Rp) 
SATUAN 

PEMAKALAN 
NO RINCAN [ENIS ALAT DAN MESIN 

ERTANIAN 
_Sewa T'raktor Reda 4 

]a Sewabaak/pem balikan_tuna.h A re 1 2 0oo, 0o  
b.  Sewa penghacur tan.ah dngan al.at Are ] 1 0 000, 00  

ooari h o  

6.  PEMANAATAN ASET DAERAH B E A  KENDARAAN ERMOT ODA 4 ATAU LE BL 
NO RINCAN ENIS KENDA AA N -l-l SAT\IAN rAIF [R PMAKAIAN 

I 
' 

Sew.abus Peed.a dalam Daerah 850.000,00 Sew.a Bus end Loar Dera.t unt/hart 2 [Kefaena Kabpaten Be r7$  1000,000.00 
da Mal.ale 

I 3 
]Swau Pereda far Daerah 1.500,000.00 Kefamenanu- Kuta up.ag) 

~ MANAATAN ASET DAAN BERUPA IMAM DINAS 

No RINCAN IENIS MAH DANAS SATAN 
TARIF (Rp) 

' , - pMAKALA 
450.00o,06 ueah Dina peA 

' 
Ruma bias Tie unit/but 

- 

300.000.00 
umah Dina Tpe " D E  2¥ 000,00 - 

' Unit buan 100.000,00 � Mess Are 

8 PEMANFAATAN ASET DAE RAH ERUPA SEWA KAPA 
No RINCAN [ENIS KA'AL KAN $AT0AN 

TARIF (Rp] EMAKAAN 
wafpa emagkap lka 10G 

- zr 25.000.000.00 
± ewaapdlna la 10GT tutu 15625.000.00 93 



NO INCIA.N [ENIS KAPAL IKAN S4TUAN 
TAR (Rp) 

MAAAN 

ewalKapal leragap han 10G per tabun 100511000.00� 
4 Sewa alat targkap lkan/ Put/Purse 

t 
Seine per bah 7.350.000.oo 

s _Sewalerah Kerting r tah 3850.000.00 

9 PEMANFAATAN ASET BERUPA ALAT BAND 

be1Ai RINCAN 
AT0AN TARI (Rp) pEMAKAIA.N 

d Per Mae 1.000,000.00 

I0. PEMANFAA'TAN ASET ARENA PACUAN KDA 

•. I SATIIAN TA.ff DETAIL. RINCAN PEMAKAIAN 

• sewarena Pacana +~ 1 ooo ooo oo  
L h"  

}8UPATl TIM_OR T(NCAH UTARA' 
. B F ,  
-  

t  
JUND bAvID 



LAMP[RAN III 
PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TIMOR TENGAH UITARA 
NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Rp) 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

A. RETRIBUSIPBG 
I UNTUK BANGUINAN GEDUNG 

Tarif Retribusj PBG untuk Bangunan Gedung dihitumg berdasarkan 
Luass Total Lantai (LLt] dikealikan Indeks Lokalitas (llo) «dikaalikan Standar 

Harga Satan Tertirggi (SHST) dikalkan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan 
lndekes Bangunan Gedung Terbagun (lbg) atau dengan rumust 

] Luoto»snsr) ± e x es [  

lndeks terintegrast dihitung berdasarkan indeks fungsi (I dikalikan 
penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter [lp) 
dikalika faktor kepemiltkan (Fm) atau dengan runs 

If«pr1p) Fm 

a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) 
$HST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan 
Standar Harga Satun Tertinggi yang disediaka oleh Kementerian 
Pekerjaan Lrum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap 
tahum dengan Keptusan Bupati. 

;_ 

b) Indeks Lokalitas (llo) 
lo ditetapkan sebagai berikut ; 

• LINGS 
INDEKS LOKALIT AS 

AN6NAN 
KETERAN6GAN ALAN [ALAN ALAN ALAN 

NASIONAL PROVINS KABP ATEN LINGKDNGAN 

Sederhara 0.5 0.5 05 0.4 

Hunian Tidal 
0.5 ' 0.5 0.4 

solerhan.a 0.5 

Miro 0.4 0.4 0.4 0.3 

llsata - � 

Non mtkro 0.5 0.5 0.5 0.5 

AUD s/d 
0.1 0 0.1 0.1 

S1TA 
Sos±al engufa 

Buday.a 0.2 0.2 0.2 02 
Tings' 

' ' 
an%a 0.3 0.3 0.3 0.3 

' 
Khu st 0s 0.5 ' 0.5 0.s 



' 

6 

' 

1 

' 
00pee 

b a 

05 

' 

ltf.of 

c) 

lee 

angst fu 

th.a 0 

th«aha 
0.s 

/MM4 ope 
4u. 

104da 01s 

la. 

b o d  
01 

• 
Ke.ago.an • Fungus 

' uda 0. 
Gad/Capra 06 

«00 

«a.tad 
.La00 0.8 

d0lat 

ndekes Teritegrasi (It) 

,Tabet lndeks Terintegrasi (It) 

Tabet Koefisien [umlah Lantai 

pooh.ta 
Kofi4a furolah 0fen 0h. 

let Lantad Lt 

'er 
139+0( 3 1686 

1.9 2 .65 
. 

1704 a •= 33 

an lap 119 4 171 

1 
' " 

1722 

Lo@ - 6 1.30 2 
� - 

178 

' 
112o • 

. - - 

1746 4 1135 38 

' 
116 4 17%4 

6 19 0 1761 
, -I- 123% ., 176s 

• 1.26 42 tr% 
- 

t782 
• 1.299 4 

1¢ 1.333 44 789 
C 

" 
1.64 4 1.9$ 

1 o 4.6 1.01 

.. 142 4 .807 

h - 

8 L8 1% 144 

1% .468 
" 

81 
- - 

16 149 6 182 
- - 

1 508 1 82% 
. 

e 1833 8 1$25 

% 
C 1$41 3 18 

26 1.556 - 4 184 

- 2 1so $5 1845 

2% 1584 6 18 

2 1so s 18$3 

24 1610 5.8 186 

2 1622 
" 

19 

26 1634 60 186.2 

27 1.645 60+(n 1862+00030) 

f-- 1.6% 
- 

.. 

e 6 

3o - 166 
� 



eterangan 
into basemen debut Koe sen Jurohah Laps, 
ntuk latad disebut Koefisien lure.lah Lant.ad; 
Koefsen purdah lata/laps ho.a.anest.a4 en.gan urah ant.a a.ta 

lapis basemen paa banguaon gedung 

Diata 3lap basemen, koefeen ditab.ahkaa 0. etiap lapsnya, 

Diata 60 latad, koeflien ditabah 0.003 etiap lantanya 
kKoefsen ketirgan BG a 

(LL KL + (Be KB) 

0Lu+ 80 

LLi Luars lantad keel 

KL Koefisen jurLah latad 

ti Las basemen keel 
Ki kKoeflien furn ah lapis 

I 

0.65$0% + 0.32$ 

0.4550% +0.225 

0.30¥ 50% 0.150 

0.45¥50% 0.22S 

0.65 509% 0.325 

ndeks Bangunan Gedung Terbangn (lbg) 
Tabet Adels BG Teran.gun (lg) 

I 
a. sedang 
b. brat 

Pelestaran/lengafa 

a. Prata.a 

b. Mady.a 

e. Utama 

lends Banguman 
Bagu.a Gedung bar 

Komp.leksita sederhanan 
lenraens Ferranen 

Ketinggian I latad 

Keperilikan peroranga 

KLASIFIKASI DAN PARAMETER PX IP 

0.20 2,00 0.40 

0.50¥ 1,00 0.50 

(bplp)1.2 

0. 3 1  03 

Tioggal 

Faleto Kepemiika (Pero.raga] 

tndele Terintegras (It 0 1 S L 2 x 1 0 1 8  

UNGS 
]FNost 

Ruma.h 0.16 

_"Contoh Pertutungan Retribust PBG 
INDEKS 

I latad 

Kot.a Kefare.nan 
pribadi 

Rps.170.000,00 

05%[roloom.a lira perserat'us 

Luaus amguan (Lt) 
Ketinggan 

Loli 

Kepemilikan 
sHST 9G Sederhama 
ndeke Lokalit.as 

Cara perhitamg" 

I tudi kaus rurmah ting-al baru tipe 6di Kota Kea.en.ea 
Data Bangunan 

Fungi 



Nila Retribusi PG Las total laota (LL.t) (ndeks lokahitas x $4ST 
ndeks teritegras (It) x lndeks BG Terbangun 
36 (0.5% Rp5.170.000,00) 0.18x 1  

Rp167608,00 

738 m2 

Studi kasuns gedug restoran bar i Kot Kefanenanu 
Data Bangunan 
Fung 
Las arguantLltJ 

Keting8an 

Loka.sf 

Kepemilikan 
sHsT BG Sederhama 
lndeks Lokait.as 

3lantad 
Kata Kefamen.a 
Pribad 

Rp.5.170.000,00.­ 

05%(ol koea lira perseratus) 

ferneaen 
3 lantal 

perorangan 

ternarensd 

Keting.gar 

Keperilikan I56 (bx Ip) 

Rum.ah 

Tog.gal 

� 

akctor Kepemilika (Perorangan) l 

lndels Terintegrast (It) 0.7 L S 6 x l  1092 

rote, ~ UNGS4 t KLA41KASI DAN PARAMETER 
FUNGS 

% l% .as 'aa tax+demo 
0.20x200 +0.40 

0. 5 0 1 1 2  +056 

Cara perhtungan lad 

Retribusi PB 

Lass total lanai (Lt) (indeks lokait.as $HST) ¥ 

lndels terintegrasi (It) x Indeks BG Terbang 

738 (0.5%¥Rp5, 170.000,00) 1.092 1 

Rp20.832411.00 

2 UNTUK BANGUNAN GE.DUNG 

Tarif Retribusj PBG untuk Prasarama bangunan Gedung dihitung 

berdasarkan volume (VJ dikaikan [ndeks Prasarana Bangunan Ge dung (l) 
dikalikan indeks Bangunan Gedung Tebangun (lbg) dikaikan harga 
satuan Retribusi prasarana Bangunan Geung (HSpbg. 

V I x  lbg x HSpbg 
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Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasu.k prasaran.a bang unan 

gedung ditetaplan oleh pemerintah daerah 
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